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ABSTRAK

Nadira Zahra, Pengaruh Kemiskinan dan Anggaran Pendidikan terhadap
Angka Partisipasi Sekolah di Indoneisa. Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta, 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemiskinan dan anggaran
pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data panel
yang menggabungkan metode time series dan cross section. Data time series yang
digunakan dalam penelitian ini dalah pada tahun 2015-2018 dan data cross
section yang digunakan adalah 34 provinsi di Indoneisa. Data yang digunakan
merupakan data tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dan
Kemdikbud. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel dengan
menggunakan random effect. Model persamaan regresi linear yang digunakan
dalam penelitian ini adalah LogAPS= 1,88125 - 0,028739 LogKMS + 0,004825
LogAGP. Hasil analisis secara parsial menunjukan kemiskinan berpengaruh
negatif terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Hasil analisis secara
parsial menunjukan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh positif terhadap
angka partisipasi sekolah di Indonesia. Hasil analisis secara simultan menunjkan
bahwa kemiskinan dan anggaran pendidikan bersama-sama berpengaruh secara
signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Variasi pengaruh
kedua variabel bebas menunjukan nilai R* sebesar 0.557. Nilai tersebut
menunjukan 55% variasi angka partisipasi sekolah dipengaruhi oleh kemiskinan
dan anggaran pendidikan. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar
model penelitian.

Kata Kunci: Angka partisipasi sekolah, kemiskinan, anggaran pendidikan



ABSTRACT

Nadira Zahra, The Influence of Poverty and Education Budget to Enrollment
Rates in Indonesia. Economic Education Study Program Faculty Of Economics
State University Of Jakarta 2019.

This research aims to review the influence of poverty and education budget
against enrollment rates in indonesia.The methodology used in this research is
using data panels that combine a method of time series and cross section. Time
data series used in this research was 2015-2018 in cross section and data used is
34 provinces in indoneisa .The data used annual represents data obtained from
BPS, and kemdikbud .This study using data regression models panel using
random effect. Model the regression equation is linear used in this research was
LogAPS= 1,88125 - 0,028739 LogKMS + 0,004825 LogAGP. The results of the
analysis in partial showed poverty have a negative influence on of enrollment
rates in indonesia .The results of the analysis in partial showed that education
budget have had a positive impact on of enrollment rates in Indonesia. The results
of the analysis simultaneously that poverty and budget education together
influential in significant impact on of enrollment rates in Indonesia. Variations of
the influence of the second set free show 0.557. r2 value ofThe value of the show
55 % variation enrollment rates affected by poverty and. education budgetWhile
the rest are influenced by other factors outside model research.

Keywords: Enrollmenr Rates, Poverty, Education Budget
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk dengan
jumlah yang padat. Menurut World Bank (2018) Indonesia menduduki peringkat
empat dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 263,991,379 jiwa. Negara yang
memiliki jumlah penduduk yang besar tentu memiliki banyak keuntungan, salah
satunya yakni dengan melimpahnya Sumber Daya Manusia. Namun permasalahan
timbul ketika Sumber Daya Manusia yang dimiliki tidak memiliki kualitas yang
baik. Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah investasi bagi suatu Negara.
Sumber Daya Manusia yang berkualitas memberikan keuntungan bagi suatu
Negara. Artinya Negara yang maju ialah Negara yang memiliki penduduk dengan
tingkat kualitas yang baik.

Salah satu cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dapat
melalui pendidikan. Secara oprasional, upaya peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor
pendidikan, kesehatan, kesejahtraan sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan
sektor-sektor pembangunan lainnya (Mulyadi, 2003). Sektor pendidikan adalah
bagian yang krusial dalam tujuan pembanguan suatu Negara. Tidak dapat
dipungkiri melalui sektor pendidikan sebagai penyumbang besar kemajuan suatu
Negara. Pendidikan adalah kunci untuk realisasi sebagian besar target tujuan

pembangunan berkelanjutan.



Pendidikan sebagai alat pengembangan ditegakkan oleh sebagian besar
ahli teori pembangunan sebagai hal yang esensial dalam perkembangan setiap
masyarakat. Pendidikan adalah bentuk usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga,
masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan,
yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah guna mempersiapkan Sumber
daya Manusia yang berkualitas agar dapat memainkan peranan dalam berbagai
lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagaman, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq
mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara
(UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1).

Pendidikan sebagai pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam
bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah dan di luar
sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi
pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat
memainkan peranan hidup secara tepat (Mudyahardjo, 2008). Pendidikan
dijadikan sebagai pendongkrak kemajuan masa depan suatu negara. Berbagai
upaya telah dicoba oleh pemerintah demi meningkatkan kualitas serta pemerataan
pendidikan. Dalam upaya peningkatan mutu serta pemerataan pendidikan dan
tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bahwa salah satu
tujuan pembangunan adalah tercapainya pendidikan bagi seluruh anak Indonesia

dan penurunan kesenjangan pendidikan antarwilayah. Pemerintah telah



mencanangkan program wajib belajar yaitu pasal 6 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003
terkait usia wajib belajar 7 s.d. 15 tahun (wajib belajar 9 tahun). Hingga

berkembang menjadi wajib belajar 12 tahun.

Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama sekolah
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Gambar 1.1

Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan grafik di atas, bahwa harapan pemerintah dapat terlaksana
dari harapan lama sekolah yakni samapai 12 tahun dan dari grafik tersebut
menunjukan bahwa angka hampir mendekati lama sekolah 9 tahun, dan masih
jauh dari angka 12 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa target pemerintah
belum dikatakan berhasil. Meskipun Program Wajib Belajar Sembilan tahun
sudah berjalan di Indonesia, tetapi masih terdapat persoalan pendidikan yang
dihadapi bangsa Indonesia, seperti masih banyaknya angka putus sekolah dan
angka tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Selain itu indikator pendidikan dikatakan merata atau tidak dapat dilihat
seberapa besar partisipasi sekolah yang disumbangkan untuk kemajuan suatu

bangsa. Melalui angka partisipasi sekolah dapat dilihat seberapa besar gambaran



secara umum penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Tentunya sebagai
dasar untuk melihat seberapa banyak anak Indonesia diberbagai belahan provinsi
yang dapat mengeyam pendidikan. Tugas pemerintah memastikan bahwa peserta

didik dapat menjajaki pendidikan sampai pada jenjang yang lebih tinggi.

Angka Partisipasi Sekolah (Persen)
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Sumber : Badan Pusat Statistik 2018
Gambar 1.2
Grafik Angka Partisipasi Sekolah dalam (Persen)

Data di atas merupakan presentase Angka Partisiapasi Sekolah di mana
untuk jenjng usia 7-12 tahun terlihat suadah hampir memenuhi target, sedangkan
semkain tinggi jenjang pendidikan semakin kecil angka partisipasi sekolah.
Menurut data BPS persebaran angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan
setiap tahunya. Diberbagai jenjang kelompok usia pendidikan. Bahwa presentase
angka partisipasi sekolah tidak memiliki laju angka presetase yang baik, hanya
saja sedikit meningkat. Pemerataan pendidikan belum dapat diwujudkan terlebih
untuk jenjang pendidikan 16-18 tahun dan 19-24 tahun. Semakin tinggi jenjang
pendidikan semakin kecil partisipasi sekolah, dikarenakan RPJM pemerintah

adalah tujuan pembangunan wajib belajar 9 dan bahkan 12 tahun, yakni terdapat



kesenjangan pada salah satu jenjang pendidikan, maka difokuskan kepada
kelompok usia partisipasi sekolah 16-18 tahun. Berdasarkan hasil Susenas oleh
BPS menunjukan wilayah-wilayah yang memiliki angka partisipasi sekolah di
bawah rata-rata angka partisipasi sekolah Nasional. Seperti pada beberapa wilayah
yang tidak memiliki pesebaran partisipasi sekolah yang tidak begitu baik.
Menandakan masih menjadi tugas pemerintah di berbagai belahan Provinsi yang
memiliki presentase angka partisipasi sekolah dibawah rata-rata angka partisipasi
nasional. Pada tahun 2018 dimana wilayah yang memiliki presentase paling
rendah antara lain provinsi Papua, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kepulauan
Bangka Blitung, dan Banten yang memiliki presntase partisipasi tidak lebih dari
68% dan masih banyak bebrapa daerah provinsi lainnya.

Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, semkain kecil angka
partisipasi sekolah yang disumbangkan. Maka tidak selalu meningkatnya angka
partisipasi sekolah berarti pendidikan seluruh daerah merata. Maka sebaiknya
pendidikan perlu diperhatikan jika masih banyak daerah yang kecil presentase
partisipasi sekolahnya artinya program pemerintah dalam sektor pendidikan
belum berhasil. Belum berhasil dikarenakan tinggi rendahnya mutu pendidikan
dilihat sejauh mana pemerataan pendidikan untuk anak Indonesia. Selain itu
Putus Sekolah juga sebagai salah satu alasan rendahnya pasrtisipasi sekolah. Putus
Sekolah menurut Gunawan (2010) memberikan pengertian bahwa putus sekolah
merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak
mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat

melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Semakin besar usia



sekolah, semakin besar pula angka putus sekolah. Terlebih kepada usia yang
menjajaki 16 tahun ke atas. Seperti yang dikutip dari (POJOKJABAR.com, 2017)
17 ribu siswa di kota bogor putus sekolah, dikarenakan tidak adanya dukungan
dari orang tua untuk bersekolah, melainkan memacu anak-anak untuk membantu
mencari uang.

Besar kecilnya angka prtisipasi sekolah tidak terlepas dari faktor latar
belakang ekonomi keluarga, seperti tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah salah
satu faktor sebab anak tidak dapat melanjutkan atau terhenti sekolahnya.
Sebahagian anak yang tidak bisa bersekolah dikarenakan, kemiskinan yang kian
merekat. Kemiskinan yang masih saja menjadi alasan masyarakat Indonesia untuk
berhenti bersekolah. Semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin rendah
angka partisipasi sekolah, karena kemiskinan membatasi anak untuk dapat
melanjutkan ke jenajang sekolah yang lebih tinggi. Kemiskinan sangat berkaitan
erat dengan pendidikan. Karena apabila kemiskinan juga tidak dapat dituntaskan
maka dapat berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistika (2017) merupakan keadaan
seorang individu atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan
kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standar
tertentu. Pendidikan disandarkan kepada besar kecilnya tingkat ekonomi keluarga
tersebut, apabila tingkat ekonomi memiliki output yang besar maka anak dari
keluarga tersebut dapat bersekolah dan sebaliknya apabila output keluarga

tersebut tidak begitu baik tingkatannya maka anak tersebut tidak dapat



melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau bahkan bisa sampai
tidak melanjutkan sekolah shingga megalami putus sekolah.

Tinggi rendahnya latar belakang ekonomi berkaitan erat dengan
kemiskinan. Partisipasi sekolah sangat dipengaruhi dengan latar belakang
ekonomi terutama dari sisi kesejahtraan keluarga. Anak yang terlahir dari keluarga
miskin tidak mudah dalam melajutkan untuk bersekolah dan bahkan terlampau
sulit hingga memutuskan menjadi pekerja anak usia dini. Menjadi pekerja anak
usia dini didukung dengan latar belakang ekonomi keluarga yang tidak
menguntungkan.

Kemiskinan menjadi salah satu faktor tidak dapatnya melanjutkan
pendidikan, karena apabila suatu keluarga memutuskan untuk memberikan
pendidikan kepada anaknya maka bersedia untuk megeluarkan biaya tambahan
untuk pendidikan. Jika tidak memiliki biaya yang cukup untuk pendidikan maka
terhambatlah jenjang pendidikannya. Terlebih pendidikan diglongkan sebagai
kebutuhan setelah sandang dan pangan. Jika suatu golongan masyarakat tidak
dapat memenuhi kebutuhan primer maka digolongkan sebagai golongan yang
berpeghasilan rendah dan sebahagian kasus tidak dapatnya melanjutkan sekolah

dikarenakan ketretbatasan ekonomi.
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Gambar 1.3

Grafik Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen)

Berdasarkan data kemiskinan Jumlah masyarakat miskin pada tahun 2018
dimana masih banyak wilayah dengan jumlah presentase penduduk miskin di atas
rata-rata presntase penduduk miskin 10.64 % Artinya dengan masih banyaknya
penduduk miskin maka semakin banyak anak yang tidak dapat melanjutkan
pendidikan. Kawasan miskin memiliki ciri-ciri indeks pendidikan yang rendah
karena tingginya biaya pendidikan dan rendahnya pendapatan membuat penduduk

miskin kesulitan dalam memperoleh pendidikan (Manarung, 2015).

Meskipun pemerintah berupaya untuk menurunkan jumlah masyarakat
miskin tetapi masih ada banyak daerah provinsi yang jumlah masyarakat miskin
masih tergolong tinggi otomatis masih banyak anak-anak usia sekolah yang tidak
bersekolah. Menaikan jumlah presetase angka partisipasi sekolah selain menekan
jumlah penduduk miskin, pemerintah juga berupaya melalui anggaran pendidikan.

Salah satu faktor yang dapat menaikan jumlah angka partisipasi sekolah adalah



anggaran pendidikan. Permasalahan latar belakang ekonomi keluarga yang
menjadi faktor keputusan untuk bersekolah atau tidak. Menjadikan pemerintah

terus bergerak dengan menambahkan anggaran pendidikan disetiap tahunnya.
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Gambar 1.4

Grafik Anggaran Pendidikan (Triliun)

Data menunjukan anggaran pendidikan yang mana Pemeritah meyediakan
dana yang dianggarkan untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN, yang setiap
tahunya dana tersebut selalu di naikan anggaranya. Jika anggran tersebut dinaikan
maka tiadak ada lagi cerita anak pelosok yang tidak dapat bersekolah karena
alasan ketidakadaan biaya. Permasalahan yang cukup kompleks pemerintah sudah
berupaya menaikan anggaran pendidikan namun masih saja menjadi kendala
ketidakadaan biaya untuk bersekolah. Pengalokasian anggaran pendidikan dari
pusat disalurkan untuk daerah, apakah sudah bersistem dengan baik ataukah tidak.
Menjadikan kendala untuk pemerintah program pendidikan menaikan angka

partispasi sekolah. Seperti yang dikutip dalam (CNN Indonesia, 2019) Dilema
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Anggaran Jumbo Pendidikan Minim Hasil. Meningkatnya anggaran pendidikan
belum mampu memperbaiki partisipasi sekolah.

Pemerataan pedidikan belum dapat diwujudkan terlebih untuk jenjang
pendidikan 16-18 tahun, mengingat Angka Partisipasi Sekolah menurun setiap
bertambahnya usia. Sebahagian masyarakat usia sekolah yang tidak dapat
mengenyam pendidikan dikarenakan fakor kemiskinan, selain itu juga keterbatasa
biaya, dan umumnya terjadi pada tingkatan usia sekolah 16-18 tahun yang
memiliki tingkat presentase pasrtisipasi sekolahya yang sedikit. Maka dari itu dari
penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pengaruh
kemiskinan dan anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di
Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan perumusan Masalah di atas, maka permasalahan dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagi berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kemiskinan terhadap angka partisipasi sekolah di
Indonesia ?

2. Apakah terdapat pengaruh anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi
sekolah di Indonesia ?

3. Apakah terdapat pengaruh kemiskinan dan anggaran pendidikan terhadap

angka partisipasi sekolah di Indonesia ?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang peneliti rumuskan, maka tujuan
penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dipercaya (Shaih,
Benar, dan Valid) dan (Dapat Diadalkan, Reliabel) tentang :
1. Pengaruh Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia
2. Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di

Indonesia
3. Pengaruh Kemiskinan dan Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi
Sekolah di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan
informasi dalam bidang pendidikan ekonomi khususnya mengenai seberapa besar
pengaruh kemiskinan dan anggaran pendidikan terhadap angka partisipas
sekolah. Penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi dunia pendidikan.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dengan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
berbagai pihak dan dapat berguna untuk mengembangkan pengetahuan dan
wawasan sreta menamabah referensi yang dapat dijadikan rujukan untuk

penelitian.



BAB |1

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual
1. Pendidikan
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagaman, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1). Menurut
Mudyahardjo (2008) mengenai pendidikan sebagai berikut :
Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam
bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah dan di
luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan
optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar
dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.
Sedangkan Suryadi (2002) menyatakan bahwa pendidikan adalah faktor
pendorong untuk mempercepat perubahan struktur ekonomi dan ketenagakerjaan.
Ungkapan tersebut di dukung dengan pernyataan Faguet dan Sanchez (2006) yang
menyatakan keberhasilan pendidikan dapat diketahui menggunakan kenaikan
partisipasi sekolah sebagai indikator outcomes. Berdasarkan pendapat ahli di atas
maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu tujuan yang

diperhatikan demi meningkatkan kulaitas suatu bangsa, melalui partisipasi

sekolah untuk melihat keberhasilan di dalam bidang pendidikan.

12
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a. Definisi Partisipasi
Partisipasi memiliki beragam penekanan makna, mulai dari partisipasi
masyarakat, politik, maupun dalam pendidikan. Dimana masing-masing
penekan maknanya memiliki arti yang serupa yaitu sebagai pemberi keputusan
untuk dapat memberikan kontribusi yang berpengaruh dan dapat memberikan

sebuah perubahan dalam pencapaian yang berarti.

Berbagai pendapat ahli yang mengemukakan makna dari partisipasi.
Partisipasi menurut Suryono (2001) partisipasi merupakan ikut sertanya
masyarakat dalam pembangunan, ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-
hasil pembangunan. Sedangkan menurut Soegarda Poerbakawatja (1981)
tentang partisipasi sebagai berikut :

partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang
diikutsertakan di dalam perencanaan serta pelaksanaan dari
segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut
memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan
tingkat kewajibannya.

Maka dari ungkapan di atas dapat disimpulkan secara sederhana
pasrtisipasi adalah pengikutsertaan atau ikutsertanya seserorang maupun
kelompok dalam memberikan kontribusinya serta dapat menikmati hasilnya
dan keterlibatanya tersebut dalam program yang memiliki andil serta tanggung

jawab. Pendapat ahli lain seperti yang diungkapkan Djalal (2001) sebagai

berikut:
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Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan
menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk
penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan
jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah
mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan
memecahkan masalahnya.
Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi dapat diputuskan berdasarkan dari
dorongan orang mapun kelompok yang memberikan rangsanga atau stimulus
dalam upaya memberikan pengaruh dalam mengambil sebuah keputusan.
Selain itu I Nyoman sumaryadi mengatakan (2010) :
partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat
dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun
dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga,
waktu, keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut memanfaatkan
dan menikmati hasil-hasil pembangunan.
Sama halnya yang diungkapakan Sumaryadi dengan Tilaar (2009) yang
menyatakan partisipasi sebagai berikut :
Partisipasi adalah wujud dari keigiatan untuk mengembangkan
demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakanantara
lain perlunya perencanaan dari bawah dengan mengikutsertakan
masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan
masyarkat.
Berdasarkan definisi Sumaryadi dan Tilaar partisipasi merupakan bentuk
kegiatan yang diwujudkan kelompok atau masyarakat dalam memberikan
saran atau agar dapat memberikan pengaruh dalam sebuah keputusan, yang
sebelum mengambil keputusan dapat melalui proses perencaan guna
mendapatkan tujuan yang telah direncanakan. Ada beberapa macam
partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. Menurut Sundariningrum dalam

(Sugiyah, 2001) menyatakan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara

keterlibatannya, yaitu:
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b. Partisipsai langsung
Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan
tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila
setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok
permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang
lain atau terhadap ucapannya.

c. Partisipasi tidak langsung
Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak
partisipasinya pada orang lain.

Berdasarkan cara keterlibatannya partisipasi langsung turun secara
langsung dan memberikan masukan, namun apabila tidak langsung maka
melalui perantara dalam menyampaikan hal yang dimaksudkan. Pendapat lain
disampaikan oleh Cohen dan Uphoff dalam (Dwiningrum, 2011) membedakan
partisipasi menjadi empat jenis yaitu :
partisipasi dalam pengambilan keputusan.
partisipasi dalam pelaksanaan.

partisipasi dalam pengambilan manfaat.
partisipasi dalam evaluasi.

oo o

Berdasarkan pendapat ahli di atas terkait tingkatan dan jenis partisipasi
itu sendiri sama-sama berperan dalam pengambilan keputusan, partisipasi
dalam pelakasanaan ketika program yang dicanangkan dilakukan, dan
selanjutnya partisipasi dalam evaluasi, utuk mengathui apakah sudah tepat
sasaran dalam perencanaan untuk mencapai tujuan kegiatan yang telah
direncanakan. Menurut bentuknya partisipasi dapat dibagi dalam berbagai
bentuk. Partisipasi menurut Effendi dalam (Dwiningrum, 2011) terbagi atas
partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal :

Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi
tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu
program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada

sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam
partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana
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setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal

satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan

tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang
secara mandiri.

Ungkapan yang disampaikan para ahli tentang berbagai jenis,
maupun bentuk partisipasi itu sendiri berdasarkan kepada peran
masyarakat ataupun kelompok dalam program yang terlibat langsung atau
tidak langsung sebagai bentuk pengaruh dalam kemajuan suatu program
yang perannya tersebut sangat diperhitungkan. Menurut Mikkelsen (1999)
ada tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi yaitu:

a. Kepemimpinan

Faktor pertama proses pengendalian usaha ditentukan sekali oleh

kepemimpinan.

b. Pendidikan

Faktor kedua tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan

kesadaran yang lebih tinggi dan memudahkan bagi pengembangan

identifikasi terhadap tujuan program.

¢. Komunikasi

Faktor ketiga gagasan-gagasan, kebijaksanaan dan rencana-rencana

akan memperoleh dukungan bila hal tersebut mudah diketahui dan

dimengerti oleh masyarakat.

Berdasarkan ungkapan ahli di atas faktor yang mempengaruhi
partisipasi adalah kepemimian sebagai pengendali dalam suatu kegiatan,
serta tingkat pendidikan yang dianggap sangat penting guna memudahkan
dalam pengembangan program, dan komunikasi yang tidak kalah penting
sebagai sarana dalam menyampaikan saran serta masukan, partisipasi tidak
terlepas dari peran masyarakat yang mumpuni, partisipasi masyarakat dalam

pendidikan dan dapat dilihat lebih jelasnya Depdiknas mempertegas (2001),

bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain:
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a. Pengawasan terhadap anak-anak.

b. Tenaga yaitu sebagai sumber atau tenaga sukarela untuk membantu
mensukseskan wajib belajar dan pelaksanaan KBM, serta
memperbaiki sarana-prasarana baik secara individu maupun
gotong-royong.

c. Dana untuk membantu pendanaan operasional sekolah,
memberikan bea siswa, menjadi orang tua asuh, menjadi sponsor
dalam kegiatan sekolah dan sebagainya.

d. Pemikiran yaitu memberikan masukan berupa pendapat, pemikiran
dalam rangka menjaring anak-anak usia sekolah, menanggulangi
anak-anak putus sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di
sekolah.

Depatermen Pendidikan Nasional menegaskan bahwa bentuk
partisipasi masyarkat dalam pendidikan tentunnya sangat memperhatikan
pendidikan yang sebagai bentuk upaya dukungan untuk program
pemerintah, dan salah satu diantaranya adalah mensukseskan wajib
belajar, pemerataan pendidikan, sarana dan prasarana, ketersediaan guru,
serta dana pendidikan, dilakukan hal tersebut demi menekan angka putus
sekolah dan meningkatakan angka partisipasi sekolah. Menurut Basrowi
(Dwiningrum, 2011) partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat
dibedakan menjadi dua, Yaitu:

a. Partisipasi fisik

Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam

bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti

mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.
b. Partisipasi non fisik

Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat

dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya

animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui
pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan
rakyat untuk bersekolah.

Berdasarkan pendapat Basrowi di atas keberhasilan peningkatan

partisipasi dalam penyelenggaraan program pendidikan dapat dilihat
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partisipasi secara fisik yang tentunya mendukung secara nyata dalam
proses pemerataan pedidikan, dengan menyelaggaran program sekolah,
dan usah-usaha yang tentunya dapat mendukung program pedidikan, serta
bentuk non fisik membantu pemeritah dalam menegasakan pentingnya
pendidikan, mendukung partisipasi sekolah dengan menyekolahkan anak
keluarga mereka. Menurut Nurhayati (2008) Keberhasilan peningkatan
partisipasi dalam penyelnggaraan pendidikan di sekolah dapat diukur

dengan beberapa indikator berikut:

a. Kontribusi/dedikasi stakeholders meningkat dalam hal jasa
(pemikiran/keterampilan), finansial, moral dan material/barang.

b. Meningkatnya kepercayaan stakeholders kepada sekolah
terutama menyangkut kewibawaan dan kebersihan.

c. Meningkatnya  tanggungjawab  stakeholders  terhadap
penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukkan (kritik dan
saran) untuk peningkatan mutu pendidikan.

e. Meningkatnya kepedulian stakeholders terhadap setiap langkah
yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu.

f. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh sekolah benar-benar
mengekspresikan apresiasi dan pendapat stakeholders dan
mampu meningkatkan kualitas pendidikan

Berdasarkan indikator di atas bahwa partisipasi pedidikan

membutuhkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarkat dalam
mendukung partisipasi sekolah dan arah pendidikan yang lebih baik. Mutu
pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah seberapa mertaya
mutu pendidikan demi meningkatakan partisipasi sekolah anak. seperti
yang diungkapan Dewi (2015) partisipasi dalam pendidikan yaitu sebagai

berikut :
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Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem
pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menjadi indikator
untuk mengetahui kamajuan pendidikan di suatu daerah. Kemajuan
suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikannya melalui
seberapa besar angka partisipasi sekolah.

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses
penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.
Semakin tinggi angka partisipasi sekolah (APS). maka semakin besar jumlah
penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Rumus dalam
menghitung angka partisipasi sekolah adalah sebagai berikut:

APS (7-12) = {(Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih sekolah :
Jumlah penduduk umur 7—12 tahun) X 100% }
APS (13-15) = {(Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih sekolah :
Jumlah penduduk umur 13-15 tahun) X 100%}
APS (16-18)= {(Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang masih sekolah :
Jumlah penduduk umur 16-18 tahun) X 100%}

APS (19-24)= {(Jumlah penduduk berumur 19-24 tahun yang masih sekolah :
Jumlah penduduk umur 19-24 tahun) X 100%}

Menurut BPS (2018) Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan
ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang
tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu.
APS merupakan indicator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada
pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat
digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan

sekolah.

BPS sendiri membedakan Angka partisipasi sekoalah menjadi dua jenis
yaitu Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni. Angka Partisipasi
Kasar adalah Proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu

jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan
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jenjang pendidikan tersebut digambarkan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK).
Jika jumlah populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi
jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai
APK jenjang tersebut akan lebih dari 100. Fenomena ini disebabkan oleh
beberapa hal seperti adanya siswa yang sekolah walupun usianya belum mencapai
usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya
pengulangan kelas pada siswa.

Angka Partisipasi Murni (APM) yang mengukur ketepatan usia penduduk
dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Secara
umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK
memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan
yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang
bersesuaian.

Berdasarkan beberapa pengertian yang diungkapkan dari berbagai
pendapat ahli terkait angka partisipasi sekolah maka dapat disintesisikan bahwa
angka partisipasi sekolah adalah pengikutsertaan masayarakat baik secara
langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan permerintah seperti program
pendidikan yang dapat diukur dengan presentase penduduk kelompok usia
tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang sesuai.

B. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat

memenuhi kebutuhan dasarnnya seperti, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan

lainnya yang tak kalah pentingnya seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
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Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana tidak dapat memenuhi kebutuhan dari
segi kesehatan dan juga pendidikan. Menurut KBBI Kemiskinan berasal dari kata
miskin yang berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat
rendah). Seperti Stevenson mengungkapkan (2010) kemiskinan yaitu :
Kemiskinan sebagai poor atau dapat diartikan sebagai having a money few
possession; not having enough money for the basic things that people need
to live properly, yang diartikan tidak memiliki cukup uang untuk hal-hal
dasar bahwa orang perlu untuk hidup dengan benar.
Sama halnya dengan ungkapan Nallari dan Griffith (2011) Menyatakan,
kemiskinan mengandung dua bentuk kausal dalam menafsirkan kata miskin, yaitu
miskin memiliki jumlah yang sangat kecil dari sesuatu dan miskin sebagai tidak
baik dalam segi kualitas maupun kondisi. Kemiskinan didefinisikan Kumalasari
(2011) yaitu :
Kemiskinan adalah keadaan terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan,
dan kesehatan yang disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan
dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Berdasarkan pendapat ahli tersebut bahwa umunya kemiskinan adalah kekurangan
dari segi ekonomi dan yang memiliki penghasilan rendah atau bahkan tidak
memiliki penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti
sandang, pangan, dan papan. Pendapat yang hampir sama dengan Sajogyo dalam
(Prayitno, 1986), menyatakan
bahwa kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah
standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas

kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup
sehat, berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.
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Adapun Suparlan (1995) menyatakan kemiskinan sebagai suatu standar hidup
yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau
golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku pada
masyarakat yang bersangkutan. Sama halnya yang diungkapkan suparlan dengan
ungkapkan Berg (2001) sebagai berikut :

Kemiskinan merupakan istilah yang terkait pengertian relative maupun

absolut. Seseorang atau keluarga dianggap miskin atau hidup dalam

kemiskinan jika pendapatan mereka atau akses mereka terhadap barang atau

jasa relative rendah dibandingkan orang lain dalam perekonomian.
Dari ungkapan para ahli maka dapat disimpulkan bahwa kemsikinan adalah
keadaan rendahnya standar hidup, dan tingkat ekonomi yang rendah dibawah rata-
rata tingkat ekonomi golongan masyarakat yang lainnya yang ditetapkan
berdasrkan kebutuhan pokok pangan. Menurut Dwi (2010) kemiskinan adalah
keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti
makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat
dengan kualitas hidup. Lain halnya yang dinyatakan oleh Sudantoko dan
Muliawan (2009) Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat karena pengaruh
kebijakan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga
menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan vyaitu kondisi dimana

masyarakat yang sangat sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-

hari disebabkan kebijakan dari pemerintah yang belum menjangkau seluruh

daerah di Indonesia.

Dalam konteks pendidikan, Harniati (2010) mengemukakan bahwa

kemiskinan merupakan ketidakmampuan ekonomis seseorang dalam memenuhi
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kebutuhan dasarnya, salah satunya untuk mengakses pendidikan. Sama seperti
yang dinyatakan Harniati dengan Suharto (2004) menyatakan secara luas
kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan
kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan masyarakat.
Sementar, Menurut Nirwana (2013), kemiskinan memiliki hubungan dengan
bermacam-macam faktor, mencakup pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses

terhadap barang-barang, letak geografis, gender, suku, dan keadaan keluarga.

Berdasrkan pendapat para ahli soal kemiskinan yang memiliki andil dalam
pendidikan bahwa ketidakmampuan suatu golongan masyarakat dalam memenhui
kebutuhan dasarya berdampak pada kebutuhan pendidikanya sebab dalam
memnuhi kebutuhan dasar masih tidak dapat mencukupi, terlebih untuk kesehatan
dan pendidikan. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai
bidang terutama bidang pendidikan, selain pendidikan juga masalah pembangunan
yang ditimbulkan dari kemiskinan seperti yang dinyatakan Mulfrod (2008)
menunjukkan bahwa kemiskinan di seluruh dunia merupakan masalah besar dan

memiliki hubungan terhadap pendidikan.

Adapun ungkapan Sarwar (2011) menyatakan bahwa kemiskinan adalah
rintangan utama mencapai pembangunan ekonomi. Menurut tujuan pembangunan
dan pendidikan untuk semua kemiskinan bisa dihilangkan dengan pendidikan.

Sama seperti keduanya Mubyarto (1998) juga berpendapat :

kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan dari penduduk yang
terwujud dalam bentuk rendahnya pendapatan dan disebabkan oleh
rendahnya ketrampilan, produktivitas, pendapatan, lemahnya nilai tukar
produksi dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan



24

Berdasrkan pendapat tersebut bahwa kemiskinan sebagai masalah yang sangat
genting karena dengan masalah kemiskinan dapat menghambat pendidikan yang
bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk berinvesatsi Sumber Daya Manusia,
yang kelak sangat diperhitungkan dalam tujuan pembangunan, kemiskinan secara
tidak langsug dapat menghambat tujuan pembangunan terutama peranan dalam
pendidikan. Menurut Nur Kholis (2014) Kemiskinan dapat dibedakan menjadi

beberapa pengertian yaitu:

1. Kemiskinan absolut berkaitan dengan seseorang termasuk golongan
miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis
kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum:
pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.

2. Kemiskinan relative berkaitan erat dengan seseorang yang tergolong
miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun
masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

3. Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau
sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat
kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Berdasarkan jenis kemiskinan yang dinyatakan Nur Kholis maka dapat
disimpulkan bahwa kemsikian dibedakan menjadi dua kemiskinan abslut yang
mana masyaraktya memiliki peghasilan dibawah rata-rata, dan kemiskinan
kultural sekelompok masyarakat yang tidak mau memperbaiki kehidupanya untuk
lebih baik. Adapun suatu daerah dapat dikatakan miskin menurut Ginanjar (1996)

menjelaskan bahwa kemiskinan suatu daerah dapat digolongkan sebagai brikut :

1. Pertama, persistent proverty, yaitu kemiskinan yang kronis atau turun-
temurun. Daerahseperti ini umumnya merupakan daerah-daerah yang
krisis sumber daya alamnya, atau daerah yang terisolasi.

2. Kedua adalah cyclical proverty, yaitu kemiskinan yang meliputi pola
siklus ekonomi secara keseluruhan.

3. Ketiga, adalah seasonal proverty, yaitu kemiskinan musim seperti sering
dijumpai pada kasus nelayaan dan pertanian tanaman pangan.
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4. Keempat adalah eccidental proverty, yaitu kemiskinan karena terjadinya
bencana alam atau dampak daerah suatu kebijaksanaan tertentu yang
menyebabkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Berdasarkan pola kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat kemiskinan
yang terjadi turuan, kemiskinan yang terjadi karena arah perekonomian,
kemiskinan yang terjadi karena musim dari mata pencaharian, dan kemiskinan

yang terjadi akibat bencana alam. Menurut BPS (2017) Indikator dalam

mendeskripsikan kondisi kemiskinan di suatu wilayah.

1. BPS menetapkan berapakah Garis Kemisikinan (GK) di suatu wilayah.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran
kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100
kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan
diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan,
daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan,
minyak dan lemak, dll)

2. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan
minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket
komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis
komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan sedangkan
GKNM adalah kebutuhan minimum untuk kebutuhan perumahan,
sandang, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain

Konsep kemiskinan dikemukakan secara lebih operasional oleh BPS

(2016), yakni kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari
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sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan kemampuan seseorang
atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun
nonmakanan. Seseorang atau rumah tangga dikatakan miskin bila kebidupannya
dalam kondisi serba kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan

dasarnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disintesiskan bahwa
kemiskinan adalah suatu keadaan dimana sekelompok atau golongan masyarakat
yang berpenghasilan rendah atau bahkan tidak memiliki penghasilan sekalipun.
Serta daerah yang digolongkan miskin yang disebabkan dari keadaan miskin turun
temurun, musim pencaharian, dan akibat bencana alam, dari oleh sebabnya tidak
mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman,

pakaian, kesehatan, dan pendidikan.

4. Anggaran Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu program pemerintah yang tertanam
dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang menyatakan:

Dana pendidikan selain dana pendidik dan biaya pendidikan kedinasan
dialokasikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) pada sektor pendidikan dan 20% pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)

Program pendidikan yang berkualitas dapat terwujud apabila pemerintah
dapat memberikan sarana dan prasarana yang baik tanpa adanya beban yang

membebani masyarakat, terutama dalam pembiayaan pendidikan. Seperti yang
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disampaikan Supriadi (2010) menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan
salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam
penyediann pendidikan. Sama halnya seperti yang diungkapkan Supardi dengan
Ghozali (2004) yang menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan nilai uang
dari sumber daya pedidikan yang dibutuhkan untuk mengelola dan
menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, untuk menghitung biaya
pendidikan harus terlebih dahulu mengidetifikasi kebutuhan sumber daya
pendidikan termasuk kualifikasi atau spesifikasi utuk dapat menyeleggarakan

pendidikan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan secara
sederhana biaya pendidikan dijadikan sebagai komponen yang sangat penting,
dengan adanya biaya pendidikan dapat membantu masyarakat dalam mengenyam
pendidikan dan tentunya dapat menujang program pemeritah agar mencapai
tujuan. Biaya Pendidikn itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua kategori menurut

Todaro dan Smith (2006) ,ada dua biaya pendidikan, yaitu :

biaya pendidikan langsung individual dan biaya pendidikan tidak langsung.
Biaya pendidikan langsung individual inilah yang berkenaan langsung
dengan pendapatan per kapita masyarakat. Biaya pendidikan langsung
individual adalah biaya yang ditanggung siswa dan keluarganya untuk
membiayai pendidikan, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya
oportunitas yang ditanggung karena memilih untuk sekolah, bukan alternatif
lain, misalnya bekerja.

Dari ungkapan ahli diatas, bahwa biaya pendidikan dibedakan menjadi dua
yakni biaya langsung biaya yang dikeluarkan lansgung untuk memperoleh
pendidikan sedangkan biaya pendidikan tida langsung adalah biaya peluang yang

didapatkan, apabiila memilih untuk bereskolah. Menurut (kemenkeu, 2017)
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Komponen anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat, Transfer Ke Daerah dan Dana

Desa, dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan atau Anggaran merupakan satuan kegiatan yang dirancang
dengan program yang telah disahkan dalam kurun waktu tertentu dan pada
umumnya dinyataka dalam kuantitatif atau bisa dalam satuan uang. Defenisi
anggaran atau budget menurut Munandar (2001) yaitu : Suatu rencana yang
disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang
dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku dalam jangka waktu
(periode) tertentu yang akan datang. Anggaran merupakan alat untuk
merencanakan dan mengendalikan keuangan dalam penyusunannya dilakukan
secara periodik. Pengertian lain dari anggaran menurut Nafarin (2007)
menyatakan bahwa Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah)
periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran
(budget) merupakan rencana tertulis mengenai suatu kegiatan yang dinyatakan
secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam
satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa.
Sedangkan menurut Garrison dan Noreen (2000) mendefinisikan anggaran
sebagai berikut : Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan
penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode

tertentu.

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh para ahli di atas maka

dapat di simpulkan Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis
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dalam mengelola sumber daya keuangan yang dirancang dalam kurun (periode)

waktu tertentu. Lebih lanjut seperti yang diungkapkan Mulyasa (2002) Yakni :

Anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan system yang
berkaitan dengan program pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran
yang direncanakan dalam suatu periode kebijakan keuangan (fiscal), serta
didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan proses
pendidikan dan hasil sekolah yang direncanakan. Ada dua bagian dalam
penganggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Perkiraan dan
penyajian pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat
direalisasikan.

Berdasarkan yang diungkapkan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran
pendidikan suatu mekanisme yang berkaitan dengan program pemerintah dalam
pendidikan yang terbagi atas penerimaan dan pengeluaran yang berfungsi dalam
mewujudkan tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Dua bagian yang paling
penting adalah pendapatn dan pengeluarn yang dapat dipertanggungjawabkan agar
tujuan yang direncanakan tercapai. Lain halnya yang diungkapan Djalal (2001)
mengemukakan bahwa paling tidak ada tiga pengertian tentang anggaran

pendidikan.

Pertama, anggaran untuk sektor pendidikan. Selain untuk anggaran
pendidikan masyarakat umum, dalam pengertian ini juga termasuk
pendidikan yang diselenggarakan oleh departemen lain selain Depdiknas.

Kedua, anggaran Depdiknas, yaitu anggaran pendidikan nasional yakni
semua anggaran pembangunan.

Ketiga, anggaran pendidikan nasional, yakni semua anggaran pendidikan di
semua departemen, termasuk anggaran rutin untuk gaji PNS dan biaya rutin
operasional lembaga. Tidak setiap rencana kerja organisasi dapat disebut
sebagai anggaran. Karena, anggaran memiliki beberapa ciri khusus yang
memebedakan dengan sekedar rencana.

Berdasarkan ungkapan ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran
pendidikan memiliki tiga pengertian anggaran pendidikan, anggaran pendidikan

untuk sektor pendidikan masyarakt umum, kedua anggaran Depdiknas semua
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anggaran untuk pembangunan, dan anggaran pendidikan nasional semua anggran
pendidikan di semua depatermen. Lanjut seperti yang diungkapkan Mudrajad

(2013) Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarkat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang layak serta  mengembangkan  jaminan  sosial  dengan
mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur
kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
belanja daerah diprioritaskan untk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
diantaranya adalah pendidikan. Menurut Meier dalam (Winarti, 2014) Anggaran

pendidikan adalah :

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh
terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningktanya
jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat
yang lebih tinggi, semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan
ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi
setiap individu dalam usia kerja untuk mengerti, menerapkan dan
mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan
standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan
investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan

Berdasarkan ungkapan para ahli di atas maka dapat disintesiskan bahwa
anggaran penddidikan adalah suatu sistem yang mengatur keuangan dalam bidang
pendidikan yang telah diatur berdasrakan undang-undang, yang tujuannya untuk
memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, yang dilain sisi berperan dalam
membantu meralisasikan program pemerintah dalam bidang pendidikan untuk
mencapai tujuan, seperti biasanya anggaran pendidikan dirancang dalam kurun

waktu atau periode tertentu.
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Tabel 11.1
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sekolah (APS).
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International
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Berdasarkan hasil penelitian yang relevan, pembahruan dalam penelitian
ini meliputi, sampel yang lebih besar jumlahnya, lokasi, tahun yang berbeda serta

penggabungan dua variabel bebas dan metode yang digunakan.

D. Kerangka Teoretik
1. Kemiskinan dan Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam
bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah dan di luar
sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi
pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat
memainkan peranan hidup secara tepat. Pendidikan amat strategis untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa dan diperlukan guna meningkatkan mutu bangsa




36

secara menyeluruh. Dalam meningkatkan mutu bangsa di perlukan peranan
partisipasi dalam pendidikan yang dapat diukur dari tinggi rendahya angka
partispasi sekolah. Tinggi rendahnya angka partisipasi sekolah masyarakat tidak

terlepas dari latar belakang ekonomi keluarga.

Latar belakang ekonomi menjadi salah satu faktor seorang anak dapat
melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Tinggi rendahnya pendapatan
suatu keluarga, mencerminkan apakah dapat memenuhi kehidupan sehari-hari,
seperti makanan, minuman. Sealian itu ada kesehatan, juga pendidikan. Jika
sekolompok keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka dapat
diakatkan miskin. Kemiskinan menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak
banyak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Partisipasi sekolah yang dapat dipengaruhi oleh sisi permintaan, diantaranya
kesejahtraan keluarga seperti kemiskinan. Seperti yang disampaikan, Mulfrod
(2008) menunjukkan bahwa kemiskinan di seluruh dunia memiliki hubungan

terhadap pendidikan.

Seperti yang dinyatakan Mulfrod tinggi rendahnya tingkat kemiskinan
memiliki pengaruh terhadap dunia pendidikan. Kemajuan suatu daerah dapat
dilihat dari tingkat pendidikannya melalui seberapa besar angka partisipasi
sekolah. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa tingkat kemiskinan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
dalam keberlangsungan dunia pendidikan, serta dalam meningkatkan angka

partisipasi sekolah.
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2. Anggaran Pendidikan dan Angka Partisipasi Sekolah

Wujud dalam keberhasilan program pemerintah dapat diukur dari tingkat
partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pemerintah. Program pemerintah
tanpa dukungan masyarakat adalah nihil. Seperti program pemerintah dalam
bidang pendidikan. Ukuran tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari rasio jumlah
penduduk yang memasuki jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk secara

keseluruhan setiap tahunnya.

Program pemerintah dapat diukung dengan anggaran pendidikan untuk
meningkatkan jumlah partisipasi sekolah yang tentunya membenatu dalam
mewujudkan pemerataan pendidikan. Menurut Faguet dan Sanchez (2006)
jumlah belanja pemerintah bidang pendidikan dengan angka partisipasi sekolah,
yang mengindikasikan bahwa semakin besar belanja daerah yang di keluarkan
oleh pemerintah pada bidang pendidikan maka akan semakin besar juga tingkat

partisipasi sekolah pada daerah tersebut.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
peran anggaran pendidikan dapat berpengaruh dalam program pendidikan, sebagai
penggerak, menujang dan membantu meringakan beban masyarakat dalam hal
biaya pendidikan dalam menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Serta peran
anggaran pendidikan dalam membantu meralsasikan tujuan pemerintah dalam
pemerataan pendidikan yang dapat diukur dengan angka partisipasi sekolah, dan
anggran pendidikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi

sekolah.
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3. Kemiskinan, Anggaran Pendidikan, dan Angka Partisipasi Sekolah
Angka partisipasi sekolah merupakan indikator dalam melihat pemerataan
pendidikan. Sejauh apa upaya pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di
Indonesia. Meningkatnya angka partisipasi sekolah tidak dapat berarti program
pemerintah berhasil, disamping itu terdapat beberapa masalah dengan masih
banykanya usia sekolah yang tidak terserap untuk bersekolah. Umumnya pada

masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan.

Meningkatnya angka pasrtisipasi sekolah tidak dapat dikatakan berhasil
pengelolaan pemerintah dalam program pendidikan. Semakin tinggi jenjang
pendidikan semakin sedikit presentase angka partisipasi sekolah. Sebab akibatnya
seperti kemiskinan yang menjadi salah saktu faktor yang dapat mempengaruhi
dalam mengakses pendidikan. Seperti yang diungkapkan Manurung (2015)
menyatakan bahwa kawasan miskin memiliki ciri-ciri indeks pendidikan yang
rendah karena tingginya biaya pendidikan dan rendahnya pendapatan membuat
penduduk miskin kesulitan dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan bagi
penduduk miskin bukan termasuk kebutuhan primer. Tidak dapat melanjutkan
pendidikan ke jenjang lebih tinggi diakibtkan dengan faktor latar belakang
ekonomi keluarga, pendapatan yang rendah atau bahkan tidak memiliki
pendapatan samasekali. Bahkan tidak mampu dalam mewujudkan kebutuhan

dasar hidup, salah satunya pendidikan.

Disamping dengan tingkat kemiskinan yang menghambat dalam
melanjutkan pendidikan, Juga dengan tingginya biaya pendidikan yang

menghambat masyarakat usia sekolah dalam mengeyam pendidikan. Biaya
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pendidikan yang tinggi membuat msayarakat tidak dapat mengakses pendidikan.
Upaya pemerintah dalam mengatasi keduanya dengan membeikan anggaran
pendidikan. Seperti Joalianis (2015) menyatakan Adanya anggaran yang cukup
untuk sektor pendidikan tentunya akan dapat membantu masyarakat untuk
pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan sehingga masyarakat akan
mendapatkan pendidikan dengan biaya murah dan bahkan kalau bisa adanya
pendidikan yang gratis untuk masyarakat sehingga pada akhirnya akan

meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS)

Tingginya baiaya pendidikan mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah
masyarakat. Anggaran pendidikan yang cukup dapat membantu masyarakat dalam

mendapatkan pendidikan yang layak.

Arze del Granado (2007) menyatakan bahwa yang mempengaruhi pendidikan
pada jenjang yang lebih tinggi adalah biaya pendidikan. Pendidikan yang tinggi
memerlukan biaya yang lebih tinggi pula, sehingga masyarakat miskin yang tidak

memiliki kemampuan ekonomi, untuk membiayai sekolah.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka faktor yang mempengaruhi angka
partisipasi sekolah dalam pendidikan dapat dipengeruhi tinggi rendahnya tingkat
kemiskinan dan anggaran pendidikan juga merupakan faktor yang dapat
mempengaruhi angka partisipasi sekolah, karena semakin tinggi jenjang
pendidikan maka semakinn tinggi biaya yang dibutuhkann dan mempengaruhi
masyarakat miskin yang tida dapat memuhi kebutuhannya, salah satunya

pendidikan.
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Kerangka teoretik dalam penelitian ini adalah bahwa angka partsisipasi
sekolah dapat dipengaruhi oleh faktor kemiskinan dan anggaran pendidikan. Dan
variabel tesrsebut sebagai variabel independent atau variabel bebas, dengan
variabel dependent atau variabel terikatnya yaitu angka partisipasi sekolah dan
dengan analisis regresi untuk medapatkan tingkat signifikansi. Dengan hasil
regresi tersebut diharapkan dapat mendapatkan tingkat sigifikansi setiap variabel

independent terhadap variabel dependent.

E. Perumusan Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang
dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menentukan atau mengarahkan
penyelidikan selanjutnya. Berdasarkan deskripsi teoritis dan kerangka berpikir
yang sudah diuraikan, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai

berikut :

1. Terdapat pengaruh kemiskinan terhadap angka partisipasi sekolah di
Indonesia.

2. Terdapat pengaruh anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di
Indonesia.

3. Terdapat pengaruh kemiskinan dan anggaran pendidikan terhadap angka

partisipasi sekolah di Indonesia.
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METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian
e Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
dilaksanakan dengan mengambil data Angka Partisipasi Sekolah, Kemiskinan
yang didapat dari Badan Pusat Statistik, dan Anggaran Pendidikan yang didapat

dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

¢ Ruang Lingkup Penelitian
Waktu penelitian diambil dalam rentang empat tahun yaitu dari tahun
2015-2018 waktu tersebut dipilih karena adanya kelengkapan data untuk diteliti.

Adapun ruang lingkup penelitian ini mencakup 34 provinsi di Indonesia.

B. Metode Penelitian
1. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif merupakan
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan
antara dua variabel atau lebih. Berfungsi sebagai sebagai menjelasakan suatu
gejala atau peristiwa yang terjadi. (Sugiyono, 2003). Metode ini dipilih karena
memiliki kriteria yang cocok. Dimana peneliti berhadapan langsung dengan teks
atau data angka. Bentuk data pustka bersifat siap pakai atau ready made. Data
pustaka umumnya adalah sumber sekunder sperti yang didapat dari instansi

terkait.

41
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2.  Konstelasi Hubungan Antar Variabel
Konstelasi pengaruh antar variabel dalam penelitian ini bertujuan untuk
memberikan arah atau gambaran dari penelitian ini, yang dapat digambarkan

sebagai berikut ;

KEMISKINAN (X1) \

ANGKA PARTISIPASI
ANGGARAN /—> SEKOLAH (Y)
PENDIDIKAN (X2) |

Keterangan ;

Variabel Bebas (X;) : Kemiskinan

Variabel Bebas (X;) : Anggaran Pendidikan
Variabel Terikat (X3) : Angka Partisipasi Sekolah

— 5 :ArahPanah
C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
bersifat kuantitatif, yaitu data yang tersedia dalam bentuk angka. Data sekunder
merupakan data yang dikumpulkan dan diterbitkan oleh lembaga pengumpul data
kepada masyarakat pengguna data. Penelitian ini menggunakan varibel Angka
Partisipasi Sekolah sebagai variabel terikat (YY), Kemiskinan variabel bebas (X1),

dan Anggaran Pendidikan variabel bebas (X2).

Pengumpulan data menggunakan pooling data atau biasa disebut dengan
data panel, dimana data time series (runtut waktu) dan data cross section (deret

lintang) digabungkan sehingga jumlah observasi menjadi tahun dikalikan jumlah
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provinsi. Data time series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu
terhadap suatu individu, sedangkan cross section data yang dikumpulkan dalam
satu waktu terhadap banyak individu. Data time series 4 tahun 2015-2018

sedangkan data cross section sebanyak 34 provinsi.

2. Sumber Data

Data bersumber dari kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Badan Pusat Statistik, dan beberapa sumber lain yang dapat

menunjang dalam penelitian ini.

D. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasional variabel penelitian diperlukan untuk memenuhi jenis dan
indikator dari variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu
proses ini dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing

variabel.

1. Angka Partisipasi Sekolah ()

a. Definisi Konseptual

Angka partisipasi sekolah adalah pengikutsertaan masayarakat baik secara
langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan permerintah seperti program
pendidikan yang dapat diukur dengan presentase penduduk kelompok usia
tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang sesuai.

b. Definisi Operasional

Angka pasrtisipasi sekolah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

indikator dari pendidikan yaitu proporsi penduduk kelompok usia tertentu dan
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seluruh jumlah kelompok usia yang sesuai. Data tersebut diterbitkan oleh BPS

pada tahun 2015-2018.

2. Kemiskinan (X)

a. Definisi Konseptual

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana sekelompok atau golongan
masyarakat yang berpenghasilan rendah atau bahkan tidak memiliki penghasilan
sekalipun. Serta daerah yang digolongkan miskin yang disebabkan dari keadaan
miskin turun temurun, musim pencaharian, dan akibat bencana alam, dari oleh
sebabnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan,

minuman, pakaian, kesehatan, dan pendidikan.

b. Definisi Operasional

Variabel kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
presentase masyarkat yang hidup dibawah garis kemiskinan yang tidak mampu
memenuhi kebutuhan material maupun nonmaterial. Data tersebut diterbitkan oleh
BPS pada tahun 2015-2018.
3. Anggaran Pendidikan (X3)

a. Definisi Konseptual

Anggaran penddidikan adalah suatu sistem yang mengatur keuangan
dalam bidang pendidikan yang telah diatur berdasrakan undang-undang, yang
tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, yang dilain sisi

berperan dalam membantu meralisasikan program pemerintah dalam bidang
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pendidikan untuk mencapai tujuan, seperti biasanya anggaran pendidikan

dirancang dalam kurun waktu atau periode tertentu.

b. Definisi Operasional

Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan
yang dianggarkan melalui APBN dan alokasi anggaran pendidikan yang
kemudian di transfer ke daerah. Data tersebut diperoleh dari Kemdikbud pada

tahun 2015-2018.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses
penyusunan dan pengolahan data dan pengujian hipotesis penelitian. Dimana data
yang telah didapat berfungsi sebagai penafisran data yang telah diperoleh. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan uji regresi data
panel.

Penelitian ini  menggunakan analisis regresi data panel, yaitu
penggabungan dari data silang tempat (cross section) dan silang waktu (time
series). Dimana menurut Gujarati (2003) untuk menggambarkan data panel secara
singkat, misalkan pada data cross section, nilai dari satu variabel atau lebih
dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu.

Keunggulan menggunakan data panel menurut Hsiao (2003)
dibandingkan dengan time series dan cross section adalah :

1) Data panel mampu menangkap heterogenitas dalam setiap individu.



2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Data panel mampu memberikan informasi yang lebih lengkap,lebih bervariasi,
mengurangi kolinearitas antar variabel, meningkatkan derajat kebebasan, dan
lebih efisien.

Data panel lebih mampu melihat dinamika data.

Datapanel lebih bisa mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak mampu
ditdeteksi oleh cross section dan time series.

Data panel mampu menguji model yang lebih rumit dibandingkan dengan data
cross section dan time serie.

Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih komplek.

Data panel dapat meminimalkan bisa yang dihasilkan oleh agregasi individu

atau perusahaan karena unit data lebih banyak.

Persamaan regresi yang digunakan untuk melihat pengaruh Kemiskinan dan

Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah adalah :

APS = qit + BKMSit + B,AGPit + e

Keterangan :

(o}

: Konstanta

B1.Bs : Koefisien Regresi

APS : Angka Partisipasi Sekolah
KMS : Kemiskinan

AGP : Anggaran Pendidikan

it

: Error Term

Persamaan regresi di atas selanjutnya ditransformasi menjadi bentuk

logaritma. Transformasi data dengan dilogaritmakan dapat menjadikan data baik

parsial dalam uji t maupun keseluruhan dalam uji t menjadi valid (Hamdi, 2014).
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logAPS = ait + B1logKMSit + B,l0gAPIt + ej;
Keterangan:
o :Konstanta
B1.Bs : Koefisien Regresi
log  :Bentuk transformasi data
Eit : Error Term

Mengacu pada model Regresi Data Panel pada persamaan, dalam
penelitian ini terdapat tiga metode yang bisa digunakan untuk proses pengolahan

data dengan menggunakan data panel, yaitu :

a. Model Common Effect /Pooled Least Square

Pendekatan yang paling sederhana dalam pengolahan data panel adalah
dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa yang diterapkan dalam data
berbentuk pool, sering disebut dengan Pooled Least Square. Kelemahan metode
pooled least square ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang
sesungguhnya. Kondisi ini tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada
suatu waktu akan sangat berbeda pada kondisi objek tersebut pada waktu yang
lain.

Model ini pada dasarnya mengabaikan struktur panel dari data, sehingga
diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu
atau dengan kata lain pengaruh spesifik dari masing-masing individu diabaikan
atau dianggap tidak ada. Dengan demikian, akan dihasilkan sebuah persamaan
regresi yang sama untuk setiap unit cross section. Sesuatu yang kurang realistis

tentunya kurang dapat diterima. Karena itu model ini sangat jarang digunakan.
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Berdasarkan asumsi struktur matriks varians-cvarians residual, maka pada

model common effects, terdapat 4 metode estimesi yang dapat digunakan yaitu:

a)

b)

d)

Ordinary Least Square (OLS), jika struktur matriks varians-covarians
residualnya diasumsikan bersifat homoskedatik dan tidak ada cross sectional
correlation.

General Least Square (GLS)/ Weight Least Square (WLS): Cross Sectional
Weight, jika struktur matriks varians-covarians residual diasumsikan bersifat
heterokedastik dan tidak ada cross sectional correlation.

Feasible Generalized Least Square (FGLS)/ Seemingly Uncorrelated
Regression (SUR) atau Maximum Likelihood Estimator (MLE), jika struktur
matriks varians-cvarians, residual diasumsikan bersifat heterokedastik da
nada cross sectional correlation.

Feasible Generalized Least Square (FGLS) dengan proses autogressive
(AR) pada error term-nya, jika struktur matriks varians-covarians
residualnya diasumsikan bersifat heterokedastik dan ada korelasi antar

waktu pada residualnya.

Persamaan model ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Yie= o+ BiXid + &it

Keterangan :

Yit : Variabel terikat individu ke-i pada waktu ke-t
Xid 1 Variabel bebas ke-j individu ke-i pada waktu ke-t
i : Unit cross-section sebanyak N

j : Unit time series sebanyak T

€it : Komponen error individu ke-i pada waktu ke-t

a : Intercept
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Bj : Parameter untuk variabel ke-j

b. Model Efek Tetap (Fixed Effect Model)

Metode efek tetap ini dapat menunjukkan perbedaan antar objek meskipun
dengan koefisien regresor yang sama. Model ini dikenal dengan model regresi
Fixed Effect (Efek Tetap). Efek tetap ini dimaksudkan adalah bahwa satu objek,
memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian
juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (time

invariant).

Keuntungan metode efek tetap ini adalah dapat membedakan efek
individual dan efek waktu dan tidak perlu mengasumsikan bahwa komponen eror
tidak berkorelasi dnegan variabel bebas yang mungkin sulit dipenuhi. Dan
kelemahan metode efek tetap ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan
yang sesungguhnya. Kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada
suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang

lain. Persamaan model ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Yie= o + BiXid + 2= aiDi + et

Keterangan :

Yit : Variabel terikat individu ke-i pada waktu ke-t

Xt : Variabel bebas ke-j individu ke-i pada waktu ke-t
D; : Dummy variabel

&it : Komponen error individu ke-i pada waktu ke-t

o . Intercept

Bj : Parameter untuk variabel ke-j
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c. Model Efek Random (Random Effect)

Model ini perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan
dengan error dari model. Terdapat dua komponen yang mempunyai kontribusi
pada pembentukan error yaitu (individu dan waktu), maka pada metode ini perlu
diuraikan menjadi error dari komponen individu, error untuk komponen waktu
dan error gabungan. Persamaan random effect dapat dirumuskan sebagai berikut :

Yie= o+ BiXid + &it, &it= Ui +Vi+ Wi

Keterangan

Ui : Komponen error cross section
Vi : Komponen time series

Wi : Komponen error gabungan

1. Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel

Dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih metode atau
pendekatan mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada
tahapan uji (test) yang dapat dijadikan alat dalam memilih regresi data panel (CE,
FE, atau RE) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu F test (Chow test)

dan Hausman Test.

a. Uji Chow
Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan model pemilihan
estimasi apakah model yang akan digunakan common effect model atau fixed
effect model (Sofyan Yamin, 2011:200). Pengujian ini dilakukan dengan

hipotesis sebagai berikut:
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Ho : Model common effect lebih baik
H, : Model fixed effect lebih baik

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol tersebut adalah dengan
menggunakan chow statistik F statistic yag dirumuskan sebagai berikut:

(ESS1— ESS2)N — 1)

CHOW = rss JINT =N =K) _

Keterangan :
ESS1 : Residual Sun Square hasil perdugaan model fixed effect

ESS2 : Residual Sun Square hasil perdugaan model pooled last square

N : Jumlah Data Cross Section
T : Jumlah Data Time Series
K : Jumlah Variabel Penjelas

Statistik Chow test dapat dilihat dari p-value Cross-Section F lebih kecil
dari alpha (0,05) maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap
hipotesis nol, sehingga model yang digunakan adalah model fixed effect, dan

berlaku sebaliknya.

b. Uji Hausman
Uji Hausman digunakan untuk membandingkan apakah fixed effect model
atau random effect model yang lebih sesuai untuk estimasi dalam regresi data
panel. Menurut Rinding dan Firdaus, (2009, p. 231). Pengujian ini dilakukan
dengan hipotesis sebagai berikut:
m = (B— b)(M0— M1)-1(B—b)~X2(K)
Keterangan :

B :wvektor untuk statistik variabel fixed effect,

b :vector statistic variabel random effect,
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MO : matrik kovarians untuk dugaan fixed effect model

M1 : matrik kovarians untuk dugaan random effest model.

Ho : Model random effect lebih baik
H; : Model fixed effect lebih baik

Pada uji hausman dasar penolakan Hy dibandingkan cross section
random. Jika hasil pengujian hausman test lebih besar dari cross section
random, maka Hy ditolak, yang artinya model fixed effect lebih baik, dan

sebaliknya. Kesimpulannya :

Jika Hausmen test menerima Hj atau p-value < 0,05 maka metode yang kita

pilih adalah fixed effect.

Jika Hausmen test menerima Hg atau p-value > 0,05 maka metode yang kita

pilih adalah random effect.
c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Menurut Bayyina, (2016: 613) Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah

pengujian untuk memilih model yang lebih baik antara common effect model atau
random effect model. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

nT X} =1¥{ =leit] _

LM = 2(T-1 [[Z’i1 =1]37 =1eit?] 12

Keterangan :
n : Jumlah individu
T : Jumlah periode waktu

e : Residual metode Common Effect (OLS)

Ho : Model common effect lebih baik
H; : Model random effect lebih baik
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Jika nilai probability Breusch-Pagan kurang dari a maka Hg ditolak
yang berarti regresi data panel yang digunakan adalah model random effect dan

sebaliknya.
2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan cara untuk mengetahui model regresi yang
diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang baik. Penguji regresi linier
berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-
syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat yang harus dipenuhi adalah data
tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak terdapat heterokedastisitas dan
multikolinieritas. Jika telah memenuhi asumsi Kklasik, berarti model regresi Best
Linier Unbias Estimator/BLUE. Untuk itu sebelum pengujian linier berganda

harus dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui sifat distribusi data penelitian.
Uji normalitas dilakukan pada data sampel penelitian yang berfungsi untuk
mengetahui apakah sampel yang diambil normal atau tidak dengan menguiji
sebaran data yang dianalisis. Model regresi yang baik adalah yang memiliki
distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujiannya menggunakan alat
statistic uji Jarque-Bera (Winarno, 2011).

N-—k
JB=——+ [52+

(K - 3)?
; |

4

Keterangan:
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JB = Jarque- Bera
S = Skewness (kemencengan)
K = Kurtosis (keruncingan)

Kriteria pengambilan keputusan dengan alat statistik uji Jarque-Bera (JB)
dengan X? tabel, yaitu:

1) Jika nilai JB > X?tabel, maka residualnya berdistribusi tidak normal

2) Jika nilai JB < X? tabel, maka residualnya berdistribusi normal
Begitupun kriteria pengambilan keputusan dengan melihat nilai
probabilitasnya, yaitu

a. Jika signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal

b. Jika signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
b. Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah suatu kondisi diamana antara dua variabel
independen atau lebih padamodel regresi terjadi hubungan linear yang semprna
atau mendekati sempurna. Model regresiyang baikmensyaratkan tidak adanya

masalah multikolinearitas.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolineartias denga melihat nilai
Tolerance Value. Tolerance Value adalah suatu jumlah yang menunjukan bahwa
variabel bebas tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya dalam suatu nilai
yang menunjukan tida adanya multikolinearitas dalam persamaan regresi. Batas
dari tolerance Value adalah 10, jika tolerance Value > 10 maka terjadi

multikolinearitas dalam model regresi, sedangkan jika tolerance Value < 10 maka
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tidak ada multikolinearitas dalam model regresi (Sarwoko, 2005). Uji VIF dengan

hipotesis :

VIF > 10, artinya terjadi multikolinearitas.

VIF < 10, artinya tidak terjadi multikolineartas.

c. Uji Heteroskedatisitas

Heteroskedasitas adalah suatu penyimpangan asumsi OLS dalam bentuk
varians gangguan estimasi yang dihasilkan oleh estimasi OLS tidak bernilai
konstan untuk semua pengamatan. Dengan kata lain uji heteroskedasitas bertujuan
menguji apakah dalammodel regresi tidak terjadi ketidaksamaan varians dari
residual suatu pengamtan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi
heteroskdasitas dengan Hipotesis :

Ho : Varians error bersifat homoskedastisitas, bilai nilai Prob. Chi Square > a

H; : Varians error bersifat heteroskedastisita, bilai nilai Prob. Chi Square < a

Jika hasil p-value Prob. Chi Square > 0.05 maka H, diterima, artinya varians error

bersifat homoskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan
residual lainnya. Dalam uji ini autokorelasi dapat terjadi jikatidak ada korelasi
anatr error term pada periode pengamatan-pengamatan yang berbeda diperlonggar
dalam sebuah persamaan yang telah terspesifikasi dengan benar. Asumsi itu

sebagai berikut :
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E (rui uj) = 0 atau Cov (uiuj) =0 (i #))

Apabila nilai yang diharapkan dari koefesien korelasi sederhana antara
setiap dua pengamatan error term adalah tidak sama dengan 0, maka error term
tersebut dikatakan tidak memiliki autokorelasi. Autokorelasi dapat berbentuk
autokorelasi positif dan autokorelasi negative. Nilai positif dapat menunjukan
bahwa error term cenderung memiliki tanda atau arah yang sama dari satu periode
waktu ke waktu berikutnya, sedangkan tanda negative menunjukan error term
memiliki suatu kecenderungan berubah-ubah tanda dari negatif ke positif dan

seterusnya selang berganti tanda pada pengamatan-pengamatan berikutnya.

Identifikasi autokorelasi ini dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson
dan uji Breusch-Godfrey. Namun dalam penelitian ini, deteksi autokorelasi ini
menggunakan uji Breusch-Godfrey, dengan hipotesis :

Ho : Tidak terdapat autokorelasi, bilai nilai Prob. Chi Square > a.
H; : Terdapat autokorelasi, bilai nilai Prob. Chi Square < a.

3. Uji Hipotesis

a. Ujit

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis tentang koefesien-kofesien slope
regresi secara individual. Dengan uji ini maka dapat mengetahui seberapa jauh
pengaruh masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel
dependen, dengan beranggapan variabel independen lain tetap/konstan. Dengan
tingkat signifikansiyang digunakan o = 5%, Langkah-langkah uji t dapat

dinyatakan sebagai berikut:
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1)  Menentukan Hipotesis

Ho : Secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan

variabel dependen.

Ha : Secara parsial ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel

dependen.

2) Menentukan tingkat signifikan

Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 (o =5 %), df=n=k -1

3) Menentukan t hitung

i rvn —2
ht D)
Keterangan:

r = Koefisiensi korelasi variable
n = jumlah ukuran sampel
4) Menentukan t tabel
Nilai t tabel =t a ; N- K
Keterangan :
a = derajat signifikansi
N = jumlah sampel (banyaknya observasi)
K = banyaknya parameter/variabel

5) Kriteria Pengujian

Ho diterima : t hitung < t tabel

Ho ditolak : t hitung > t tabel
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4. UjiF

Uji F adalah koefesien regresi secara bersama-sama, yaitu untuk
mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel
dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak signifikan dalampersamaan
regresi. Dengan taraf signifikansi sebesar a = 5%. Langkah pengujiannya adalah
sebagai berikut :

Rk —1)

F-hitung = =
(1—R )/ (n—Kk)

Keterangan:
n = Jumlah data
k = Jumlah variabel independen
R? = Koefisien determinasi
Tahap-tahap untuk melakukan Uji F, adalah:

1) Menentukan hipotesisnya

a) Ho:pl=B2=Pp3=0
Berarti, semua variabel independen secara serentak tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen.

b)  Ha:Bl#B2#B3#0
Berarti, semua variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap

variabel dependen.
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2) Melakukan perhitungan nilai f sebagai berikut:

a) Nilai F tabel = F a; K-1/N-K

Keterangan : a = derajat signifikansi

N = jumlah sampel (banyaknya observasi)
K = banyaknya parameter/variabel

3) Kriteria pengambilan keputusan, yaitu:

a) Apabila nilai F hitung < F tabel, maka H, diterima dan H, ditolak, artinya
variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen secara signifikan.

b)  Apabila nilai F hitung > F tabel, maka Hy ditolak dan H, diterima, artinya
variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel
dependen secara signifikan.

5. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Kualitas hasil estimasi yang dapat digambarkan ke dalam suatu garis
diregresi dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu kesalahan satndar, varian
dan koefesien determinasi. Kesalahan standard dan varian memberikan
indikator parameter koefesien regresi dalam memberikan besaran variabel
terikat.

Selain itu koefesien determinasi (R?) merupakan suatu angka koefesien

yang menunjukan besarnya variasi suatuvariabel terhadap variabel lainnya
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yang dinyatakan dalam presentase. Uji ini bertujuan untuk mengetahui
besarnya peresentase terikat yang disebabkan oleh variabel bebas.

Secara garis besarkoefesien determinasi (R?) pada intinyamengukur sejauh
mana kemampuan model regresi dalam menerangkan variasu variabel-variabel
bebad. Nilai Koefesien determinasi adalah hanya berkisar antara 0-1 (0< R <1)
yang dijelaskan dalam ukuran presentase.

Nilai R? vyang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas
menjelaskan

, Jumlah Kuadrat Regresi

"~ Jumlah kuadrat total terkoreksi

Keterangan:

R? = Koefisien determinasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil analisis data yang menjadi tujuan
penelitian, Pembahasan hasil penelitian terdiri dari deskripsi data dan hasil
estimasi data panel yang menganalisis pengaruh kemiskinan dan anggaran

pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia.

A. Deskipsi Data

Data dalam penelitian ini berbentuk data sekunder yang menggambarkan
populasi sampel penelitian dari masing-masing variabel dependen dan variabel
independen. Data tersebut dipergunakan untuk mengukur variabel penelitian
diantarnya angka partisipasi sekolah, kemiskinan, dan anggaran pendidikan.
Sampel penelitian ini menggunakan cross-section dari 34 provinsi di Indonesia.
Sedangkan time seriesnya terdiri dari empat tahun yakni tahun 2015 sampai

dengan tahun 2018.

Pengambilan 34 provinsi sebagai sampel penelitian berdasarkan atas,
permasalahan yang tersebar seacra umum. Selain itu pertimbangan lainnya terkait
dengan ketersediaan data pada semua variabel dalam penelitian yang dapat

memenuhi time series penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis panel regresi berganda. Data

pada semua variabel ini dilakukan uji persyaratan dan uji asumsi klasik serta

61
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menggunakan prorm Eviews 8 dalam mengolah data. Deskripsi data hasil

penelitian ini menjelaskan tentang gambaran hasil pengolahan data secara umum.

Tabel IV.1
Statistik Deskriptif
No. APS KMS AGP
1 MEAN 1.865806 | 0.989733 | 2.694128
2 MEDIAN 1.862160 | 0978860 | 2.667737
3 MAX 1.946403 | 1453318 | 4.174028
4 MIN 1792111 | 0550228 | 1.615740
5 Std.Deviasi 0035075 | 0.225496 | 0.565014

Sumber : diolah penulis, 2019

Berdasarkan tabel IV.1 menunjukan deskripsi data secara umum, yang
mana data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kemdikbud. Dengan
variabel yang digunakan yaitu angka partisipasi sekolah (APS), kemsikinan

(KMS), dan anggran pendidikan (AGP).

1. Angka Prtisipasi Sekolah

Tabel 1V.2
Statistik Deskriptif Angka Partisipasi Sekolah

No. APS
1 MEAN 1.865806
2 MEDIAN 1.862160
3 MAX 1.946403
4 MIN 1.792111
5 Std.Deviasi 0.035075

Sumber : diolah penulis, 2019

Angka partisiasi sekolah merupkan variabel terikat (dependent)
menggambarkan proporsi kelompok usia sekolah yang sedang besekolah yang
terserap pada lembaga pendidikan yang berada di seluruh provinsi di Indonesia

pada kurun waktu 2015-2018. Dari table di atas menunjukan bahwa rata-rata
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angka partisipasi sekolah sebesar 1,865, nilai tertinggi yaitu 1,946, dan memiliki
nilai terendah 1,792. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan gambaran angka
partisipasi sekolah seluruh provinsi dalam kurun waktu empat tahun terakhir.
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Sumber : diolah penulis, 2019
Gambar IV. 1

Presentase Angka Pasrtisipasi Sekolah dalam Persen di Indonesia Tahun
2015-2018
Perkembangan presentase angka partisipasi sekolah setiap tahunnya
memiliki kenaikan, namun masih saja menjadi perhatian dengan tingginya angka
putus sekolah yang besar presentasenya, mengingat semakin tinggi jenjang
pendidikan semakin kecil presentasenya. Berdasarkan gambar 1V.1 data dari
seluruh provinsi yang memiliki presentase terkecil adalah provinsi papua dengan

nilai 61,96 persen, pada provinsi papua, sedangka terbesar pada provinsi Di

Yogyakarta dengan presentase sebesar 88,39 persen.

Rendahnya angka partisipasi sekolah yang terjadi pada beberapa provinsi
besar disebabkan, hambatan faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi

sekolah yang mempengaruhi keputusan dalam melanjutkan pendidikan. Sehingga
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Indonesia.

2. Kemiskinan
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rendahnya angka partisipasi sekolah di beberapa wilayah

Tabel I1V.3
Statistik Deskriptif Kemiskinan
No. KMS
1 MEAN 0.989733
2 MEDIAN 0.978860
3 MAX 1.453318
4 MIN 0.550228
5 Std.Deviasi 0.225496
Sumber : diolah penulis, 2019
Kemiskinan ~ merupakan  variabel  bebas (independent)

menggambarkan sekolompok masyarakat

yang

yang tidak mampu memenuhi

kebutuhan sehari-harinya, tidak dapat memenuhi kebutuhan materil maupun

nonmateril. Kemiskinan menunjukan masyarakat yang hidup di bawah garis

kemiskinan, dari seluruh provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2018.

Berdasarka table 1V.3 di atas menunjukan rata-rata kemsikinan di

Indonesia memiliki nilai 0,989 dan terbesar memiliki nilai 1,453 dan terkecil

memiliki niali 0,552. Berikut merupakan gambar perkembangan gerak kemiskinan

yang menrun setiap tahunnya, dalam kurun waktu empat tahun terakhir.
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Presentase kemiskinan dalam Persen di Indonesia Tahun 2015-2018

Gambar V. 2
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Penurunan presentase kemiskinan setiap tahunnya terus terjadi, meskipun

penurunan tidak dapat diartikan baik, seperti pada gambar di atas dapat diketahui

peresentase dengan jumlah kelompok masyarakat yang hidup di

bawah

kemiskinan adalah provinsi papua, dengan nilai 28,4 persen dan DKI Jakarta

dengan tingkt kemiskinan terendah dengan nilai 3,55 persen. Kecilnya angka

kemiskinan di DKI Jakarta, karena berbagai hal yang mempengaruhinya, dan juga

wilayah yang berada di daerah pusat pemerintahan lain halnya dengan provinsi

papua yang jauh dari pusat pemerintahan.

Anggaran Pendidikan
Tabel IV.4
Statistik Deskriptif Anggaran Pendidikan
No. AGP
1 MEAN 2.694128
2 MEDIAN 2.667737
3 MAX 4.174028
4 MIN 1.615740
5 Std.Deviasi 0.565014

Sumber : diolah penulis, 2019
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Anggaran pendidikan merupakan variabel bebas (independent) yang
menggambarkan besarnya anggaran yang pemerintah pusat berikan kepada
otonomi daerah. Rata-rata anggaran pendidikan memiliki nilai sebesar 2,694, serta
memiliki nilai terbesar yaitu 4,174, dan memiliki nilai terendah sebesar 1,615.
Berikut gambaran persebaran anggaran pendidikan pada seluruh provinsi di

Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir.
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Gambar IV. 3

Anggaran Pendidikan dalam Rupiah di Indonesia Tahun 2015-2018
Gambar di atas menggambarkan bahwa persebaran anggaran pendidikan
tidak terlalu mertata, seperti dapat di lihat di atas, bahwa yang mimiliki anggaran
terbesar pada provinsi DKI Jakarta, dan provinsi dengan anggaran pendidikan
terkecil adalah kep. Bangka Belitung. Anggaran pendidikan belum sepenuhnya

terdistribusi dengan baik.



67

B. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat penelitian analisis
regresi berganda data panel dengan menggunakan Eviews 8. Pemilihan program
ini ksrena kemudahan dalam melakukan analisis regresi data yang berupa data
cross-section, time series, dan panel. Sebelum menganalisis regresi, peneliti
melaukan uji spesifikasi model untuk menentukan model analisis yang baik. Uji

ini dilakukan dengan melakukan uji Chow Test, Hausman Test dan LM Test.

1. Uji Spesifikasi Model
Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program Eviews 8,
digunakan program Eviews ini sebagai bentuk dalam menetukan model terbaik

dengan uji Chow dan Hausmen.

a. Chow Test

Chow Test dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan dalam
memilih model antara Common Effect dan Fixed Effect. Dalam pengujian ini hasil
nialai probabilitas Cross-section F > 0,05, maka model yang digunakan yaitu
Common, berlaku sebaliknya, apabila nilai probabilitas Cross-section F < 0,05,

maka model fixed Effect yang digunakan. Hasil pengolahan Uji Chow sebagai

berikut:
Tabel IV.5
Hasil Uji Chow
Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 1010.421927 | (33,100) | 0.0000

Cross-section Chi-square 790.493908 33 0.0000

Sumber : diolah penulis, 2019



68

Berdasarkan Tabel V.5 hasil Chow Test di atas, dapat disimpulkan bahwa
nilai Prob. Cross-section F sebesar 0.0000. Dengan tingkat signifikan 0,05, maka
Ho pengunaan model Common Effect ditolak dan H; pengunaan model Fixed
Effect diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model Fixed Effect

lebih baik dari Common Effect.

b. Hausman Test
Hausman Test adalah pengujian yang digunakan untuk memilih antara

model Fixed Effect dan Random Effect. Hasil pengujian Hausman Test sebagai

berikut:
Tabel 1V.6
Hasil Uji Hausman
Chi-Sq. _
Test Summary ~_ |Chi-Sq. d.f.| Prob.
Statistic
Cross-section random 2.277691 2 0.3202

Sumber: data sekunder diolah Tahun 2019

Berdasarkan Uji Hausman, menunjukkan bahwa nilai Prob. Cross-section
F sebesar 0.3202. Tingkat signifikan 0,05, maka Ho pengunaan model Random
Effect diterima dan H; pengunaan model Fixed Effect ditolak. Oleh karena itu,

dapat disimpulkan bahwa model Random Effect lebih baik dari Fixed Effect.

c. Langrangge Multiplier (LM) Test
Uji LM dilakukan untuk membandingkan antara model Common Effect

dan Random Effect. Perhitungan uji LM sebagai berikut:
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Tabel IV. 7
Hasil Uji LM
Null (no rand. effect) Cross-section Period Both
IAlternative One-sided One-sided
Breusch-Pagan 201.9814 1.929066 203.9105
(0.0000) (0.1649) (0.0000)
Honda 14.21202 -1.388908 9.067307
(0.0000) (0.9176) (0.0000)
King-Wu 14.21202 -1.388908 2.772877
(0.0000) (0.9176) (0.0028)
GHM -- -- 201.9814
(0.0000)

Sumber : diolah penulis, 2019

Berdasarkan Tabel V.7 Hasil Uji LM, menunjukkan bahwa nilai Prob.
LM hitung sebesar 0.0000. Dengan tingkat signifikan 0,05, maka pengunaan model
Random Effect diterima dan Hy pengunaan model Common Effect ditolak. Oleh
karena itu, dapat disimpulkan bahwa model Random Effect lebih baik dari.

Common Effect.

Setelah melakukan uji Chow, Hausman dan LM dengan hasil yang
menunjukkan bahwa model Random Effect dan lebih baik digunakan
dibandingkan Fixed dan Common Effect. Kemudian penelitian ini menggunakan

model Random Effect.

2. Uji Persyaratan Analisis
a. Uji Normalitas

Uji Normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai
residual terdistribusi dengan normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah

yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Normalitas dapat
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terdeteksi, salah satunya dengan menggunakan uji statistic normal probability.

Kriteria pengambilan keputusan dengananalisis grafik normal propability, yakni :

Jika probability > 0,05 maka Hy ditolak berarti data terdistribusi dengan normal.

Jika probability < 0,05 maka Hy diterima berarti data tidak terdistribusi dengan

normal.

14

Series: Standardized Residuals
124 S - Sample 2015 2018
Observations 136

10
Mean 1.34e-16
Median -0.001379
Maximum 0.076462

6 Minimum -0.074746
) W Std. Dev. 0.034813
Skewness 0.208972
44 Kurtosis 2.187083
24 Jarque-Bera  4.734565
Probability ~ 0.093735

-0}06 -0.! 02 0.64 0.66 O.b

04 -0.02 0.00 0. 8

Sumber : diolah penulis, 2019
Gambar IV. 4
Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui sifat distribusi data penelitian.
Dengan melihat Tabel V. 5, maka dapat diketahui nilai probabilitynya sebesar
0,093735 yang apabila dibandingkan dengan tingkat signifikan 5%. Oleh karena
nilai probabilitasnya (0,093735) > 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data

berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas
Multikolonieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang
sempurna atau mendekati anatar variabel independen dalam model regresi. Cara

untuk mengetahui ada atau tidak gejala multikolonieritas antara lain dengan
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melihat nilai variance inflation factor (VIF), apabila nilai VIF kurang dari 10

maka dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 1V. 8
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Coefficient Uncentered Centered
Variable Variance VIF VIF
C 0.000537 59.41633 NA
KMS 0.000194 22.09288 1.082600
AGP 3.09E-05 25.87918 1.082600

Sumber : diolah penulis, 2019

Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antarvariabel bebas.
Berdasarkan Tabel 1V. 6, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi nilai
variabel AGP  sebesar 1.082600, dan KMS sebesar 1.082600. Dengan
mempertimbangkan Tolerance Value yang mana merupakan suatu jumlah yang
menunjukkan bahwa variabel bebas tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas
lainnya dalam persamaan regresi. Batas nilai tolerance value pada penelitian ini
sebesar 10, oleh karena nilai tolerance value antarvariabel < 10, maka tidak ada
multikolinearitas dalam model regresi.

c. Uji Heterokedasitas
Heterokedasitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian
dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik memiliki syarat tidak

adanya masalah heterokedasitas.
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Tabel IV. 9

Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.621733 Prob. F(2,133) 0.5386
Obs*R-squared 1.259737 Prob. Chi-Square(2) 0.5327
Scaled explained SS | 715083 Prob. Chi-Square(2) 0.6994

Sumber : diolah penulis, 2019

Berdasarkan Tabel 1V. 9, Uji White menunjukkan bahwa Obs*R-Squared
adalah sebesar 00,5327 dan nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,5327. Dengan kata
lain nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Ho ditolak maka dapat
disimpulkan bahwa tidak adanya heterokedastisitas. Oleh karena itu data bersifat

homoskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 1V. 10

Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.790943 Prob. F(2,129) 0.0651
Obs*R-squared 5.599227 Prob. Chi-Square(2) 0.0608
Sumber : diolah penulis, 2019

Autokorelasi (Autocorrelation) adalah hubungan antara residual satu
observasi dengan nilai residual obserbasi lainnya. Berdasarkan uji autokorelasi
dengan metode Breusch-Godfrey menunjukkan bahwa nilai Prob. Chi-Square
sebesar 0,0651. Nilai tersebut lebih besar dari 5%, maka mengindikasikan bahwa

data tidak adanya autokorelasi.

C. Persamaan Regresi
Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi

panel. Variabel-variabel penelitian antara lain angka partisipasi sekolah,
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kemiskinan, dan anggaran pendidikan. Sebagaimana pada deskripsi sebelumnya
telah di uji Chow, Hausman dan LM yang telah dilakukan, ditentukan bahwa

model yang digunakan penelitian ini ialah model Random effect.

Tabel 1V. 11
Hasil Model Random Effect

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Periods included: 4

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 136

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient | Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.881250 0.012927 145.5279 0.0000
LOG(KMS) -0.028739 0.010397 -2.764218 0.0065
LOG(AGP) 0.004825 0.000586 8.238511 0.0000

Sumber : diolah penulis, 2019

Persamaan regresi yang terdapat model Random effect sebagai berikut:
log(APS) = 1,881250 — 0,02873910g(KMS) + 0,004825log(AGP)
Keterangan persamaan di atas adalah sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 1,88 artinya jika X1 (KMS), X2 (AGP), nilainya adalah 0,
maka besarnya Y (APS) nilainya sebesar 1,88.

2. Koefesien regresi variable X1 (KMS) sebesar -0,02, artinya setiap
peningkatan X1 (KMS) sebesar 1 satuan, maka akan menrunkan Y (APS)

sebesar -0,02 satuan, dengan asumsi variabel indepnden lainnya tetap.



74

4. Koefesien regresi variable X2(AGP) sebesar 0,04 artinya setiap peningkatan
X2 (KMS) 1 satuan, maka akan meningkatkan Y (APS) sebesar 0,04 satuan,
dengan asumsi variable independen lainnya tetap.

5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan uji t, uji f, dan koefesien
determinasi(R%). Uji ini menggunakan Eviews 8, dan didapat hasil olah data
sebagai berikut:

a. Ujit

Uji t digunakan untuk mengetaui apakah model regresi variabel
independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian uji t dilakukan dengan menggunakan Kiteria berdasarkan perbandingan

nilai t-statistik (thiung) dari masing-masing koefesien variable independen terhadap

nilai tipe dan juga berdasarkan probabilitas. Hipotesis:
H, : Tidak terdapat pengaruh X1, X2 secara parsial terhadap Y
Ha : Terdapat pengaruh X1, X2 secara parsial terhadap Y

1.) Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Tabel 1V.12
Hasil Uji t Kemiskinan
Variabel t t-Statistik Prob.

Log(KMS) | -2,76 0.0065

Sumber : diolah penulis, 2019

Hipotesis pertama pada penelitian ini menunjukan bahwa

kemiskinan berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah. Berdasarkan hasil uji
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t menunjukan hasil pengujian parsial antara variable kemiskinan dan angka
partisipasi sekolah menghasilkan nilai t niwng -2,76. Nilai t hiwng Negatif yang
berarti kemiskinan memiliki hubungan negatif dengan angka partisipasi sekolah.
Nilai t tabel dapat dilihat pada tabel t statistik pada df = n-k-1 atau 136-2-1 =133
dengan signifikansi 0,05 dan uji 2 sisi diperoleh hasil t tabel = -1,65 yang berarti

nllal t hitung ‘2,76 > nilai ttabe| '1,65.

Pertimbangan lain juga dengan melihat nilai Prob. yang ada pada tabel
sebesar 0,0065. Apabila nilai probalitas dibandingkan dengan tingkat signifikan
sebesar 5%, maka prob < 0,05, yang bahwa secara parsial signifikan berpengaruh

antara variabel independen dengan dependen.

2.) Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Tabel IV. 13
Hasil Uji t Anggaran Pendidikan

Variabel t t-Statistik Prob.

Log(AGP) | 8,23 0.0000

Sumber : diolah penulis, 2019

Hipotesis kedua pada penelitian ini menunjukan bahwa anggaran
pendidikan berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah. Berdasarkan hasil uji
t menunjukan hasil pengujian parsial antara variable anggaran pendidikan dan
angka partisipasi sekolah menghasilkan nilai t piwung 8,23. Nilai t wpe dapat dilinat
pada tabel t statistik pada df = n-k-1 atau 136-2-1 =133 dengan signifikansi 0,05

dan uji 2 sisi diperoleh hasil t tabel = 1,65 yang berarti nilai t hitung 8,23 > nilai t
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rabel 1,65. Nilai t niwung positif yang berarti anggaran pendidikan memiliki hubungan

positif dengan angka partisipasi sekolah.

Pertimbangan lain juga dengan melihat nilai Prob. yang ada pada tabel
sebesar 0,0000. Apabila nilai probalitas dibandingkan dengan tingkat signifikan
sebesar 5%, maka prob < 0,05, yang bahwa secara parsial signifikan berpengaruh

antara variabel independen dengan dependen.

3) UjiF
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variable independen secara

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen.
Hippotesis :

H, : Tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y.
Ha : Terdapat pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y.
Kriteria pengambilan keputusan :

Ho diterima bila F hitung < F tabel (Tidak terdapat pengaruh antar variable

independen dengan variable dependen).

Ha ditolak bila F hitung > F tabel (Terdapat pengaruh antar variable independen

dengan variable dependen).
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Tabel 1V. 14
Hasil Uji F

F-Statistik Prob.

83,76 0.0000

Sumber : diolah penulis, 2019

Nilai F table menunjukan bahwa kemiskinan dan anggaran pendidikan
bersama-sama berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah. Berdasarkan hasil
uji tmenunjukan hasil pengujian simultan antara variabel menghasilkan nilai F
83,76 dengan probabilitas sebesar 0,0000. yang berarti variabel kemiskinan dan
anggaran pendidikan secara bersama-sama atau serempak berpengaruh terhadap

angka partisipasi sekolah.

Nilai F ,pe dapat dilihat pada tabel F statistic pada df1l. Dengan Signifikasi
0,05 diperoleh hasil F e = 3,06. Variabel kemiskinan, anggaran pendidikan
secara besama-sama berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia.

Hal ini karena F hitung > F tanel (83,76 > 3,06). Maka Hy ditolak dan Ha diterima.

c. Koefisien Determinasi (Adjusted R?)

Analisis determinasi adalah ukuran yang menunjukan seberapa besar
variable X memberikan kontribusi terhadap variable Y. Analisis determinasi
digunakan untuk mengetahi kontribusi pengaruh variable independen secara

bersama-sama terhadap variable denpenden.

Koefisien dterminasi R? merupakan suatu angka koefisien yang

menunjukan besarnya variasi satu variabel terhadap variabel lainnya yang
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dinyatakan dalam presentase. Hasil kofesien determinasi pada persamaan

refresipenelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1V.15

Koefisien Determinasi

R? 0,557443

Sumber: data sekunder diolah tahun 2019

Berdasarka Tabel 1V.15, menunjukan hasil analisis koefisien korelasi yang
nilainya diperoleh sebesar 0,557443 atau sebesar 55%. Hal ini menunjukan bahwa
hubungan kontribusi yang diberikan variabel independen sudah baik untuk

variabel dependen.

Persamaan regresi pada penelitian ini menunjukan bahwa semua
varbel independen yaitu kemiskinan dan anggaran pendidikan menjelaskan
keragaman nilai variabel angka partisipasi sekolah sebesar 55% dan sisanya

dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah melakukan tahapan analisis regresi data panel, uji normalitas dan
asumsi klasik dari tahun 2015 sampai dengan 2018, data telah lolos semua uji.
Artinya data dapat digunakan untuk menjadi estimator dari masing-masing
variabel penelitian antara lain angka partisipasi sekolah, kemiskinan, dan
anggaran pendidikan. Dalam pengujian model persamaan regresi ini menggunalan

model Random Effect.
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Tabel 1V.16

Nilai Koefisien Antar VVariabel

Variabel Hub.ungan yang Signifikansi
Ditemukan

Coefficient Positif (+) Signifikan

Log(KMS) Negatif (-) Signifikan

Log(AGP) Positif (+) Signifikan

Sumber : diolah penulis, 2019

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada model

Random Effect diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa kemiskinan berpengaruh
terhadap angka partisipasi sekolah. Berdasarkan hasil uji t menunjukan hasil
pengujian parsial antara variable kemiskinan dan angka partisipasi sekolah
menghasilkan nilai t -2,76 dengan probabilitas sebesar 0,0065 lebih kecil dari
0,05. Nilai thiwng negatif yang berarti kemiskinan memiliki hubungan negatif

dengan angka partisipasi sekolah dan berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan data yang sudah diuji, dan melalui kualifikasi, bawha
kemiskinan dapat berpengaruh negatif terhadap angka partisipasi sekolah. Seperti
yang diungkapkan Kumalasari (2011) kemiskinan adalah suatu keadaan terjadi
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian,
tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang disebabkan oleh kelangkaan

alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
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pekerjaan. Masyarakat yang hidup dibawah kemiskinan tidak dapat hidup
dibawah garis kemiskinan, karena tidak mampu memnuhi kebutuhan materil

maupun nonmateril. Seperti salah satunyanya adalah pendidikan.

Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam
bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah dan di luar
sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi
pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat
memainkan peranan hidup secara tepat. Tinggi rendahnya angka partisipasi

sekolah masyarakat tidak terlepas dari latar belakang ekonomi keluarga.

Latar belakang ekonomi menjadi salah satu faktor seorang anak dapat
melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Tinggi rendahnya pendapatan
suatu keluarga, mencerminkan apakah dapat memenuhi kehidupan sehari-hari,
seperti makanan, minuman. Sealian itu ada kesehatan, juga pendidikan. Jika
sekolompok keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka dapat
diakatkan miskin. Kemiskinan menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak
banyak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Partisipasi sekolah yang dapat dipengaruhi oleh sisi permintaan, diantaranya
kesejahtraan keluarga seperti kemiskinan. Seperti yang disampaikan, Mulfrod
(2008) menunjukkan bahwa kemiskinan di seluruh dunia memiliki hubungan

terhadap pendidikan.

Seperti yang dinyatakan Mulfrod tinggi rendahnya tingkat kemiskinan

memiliki pengaruh terhadap dunia pendidikan. Kemajuan suatu daerah dapat
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dilihat dari tingkat pendidikannya melalui seberapa besar angka partisipasi
sekolah. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa tingkat kemiskinan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
dalam keberlangsungan dunia pendidikan, serta dalam meningkatkan angka

partisipasi sekolah.

Peneitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah lalu, seperti
yang diteliti oleh G. M. Arif, Najam Us Saqgib, Dan G. M. Zahid, 2015 DOI:
10.30541/v38i411pp.979-992 tentang “Poverty, Gender, and Primary School
Enrolment in Pakistan” yang menemukan bahwa kemiskinan memberikan
pengaruh negatif yang signifikan terhadap pendaftaran sekolah dasar. Dalam
penelitiannya tersebut bahwa penurunan kemiskinan dapat mendukung
peningkatan angka partisipasi sekolah, dan variabel lainnya adalah gender yang
masih mempengaruhi bahwa sekat pendidikan terhadap gender masih terjadi di

paksitan.

Seperti saat ini pemerintah sedang mengupayakan agar kemiskinan terus
ditekan yang dilansir dari Kompas.com (2018) Tiga faktor yang membuat angka
kemiskinan turun di 2018 dengan salah satunya bantuan sosial dari pemerintah
turun tepat waktu dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Non
Tunai (BTN), Beras Sejahtra (Rastra). Pemerintah sedang mengupayakan
bagaimana kemiskinan dapat ditekan agar dapat mendukung semua aspek

kehidupan.
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Selain itu penelitian dari Mihaela Mihai, Emilia, dan Daniela Manea,
(2015) juga berpendapat yang sejalan dalam penelitiannya yang berjudul
”Education and Poverty” Procedia Economics and Finance 32 855 — 860 , doi:
10.1016/S2212-5671(15)01532-4. Terdapat korelasi tingkat kesejahteraan
terhadap pendidikan yang mana dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat
meningkatkan pendidikan. Penelitian lain juga menumukan hasil yang
mendukung bahwa kemiskinan mempengaruhi angka partisipasi sekolah. Dalam
penelitiannya menunjukan bahwa kemiskinan tidak dapat terlepas dari
pendidikan, apabila angka kemiskinan buruk maka juga dapat mempengaruhi

kesejahtraan dalam pendidikan.

Hasil penelitian yang sejalan dai Khairunnisa, Sri Hartoyo, dan
Lukytawati Anggraeni, yang meneliti tentang “Determinan Angka Partisipasi
Sekolah SMP di Jawa Barat Determinant of Junior Secondary School Enroliment
Rate in West Java” Vol. 15 No. 1 Juli 2014: 91-112 p-ISSN 1411-5212; e-ISSN
2406-9280. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka
partisipasi sekolah. Maka hasil uji di atas dapat dikatakan kemiskinan
mempengarui angka partisipasi sekolah secara parsial. Dalam jurnalnya peneliti
mengungkapkan faktor-faktor apasajakah yang dapat mempengarui angka

pasrtisipasi sekolah diantanya adalah kemsikinan, tingkat pendidikan orang tua.

2. Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah
Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa anggaran pendidikan
berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah. Berdasarkan hasil uji t

menunjukan hasil pengujian parsial antara variabel anggaran pendidikan dan
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angka partisipasi sekolah menghasilkan nilai t 8,23 dengan probabilitas sebesar
0,0000 lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung positif yang berarti anggaran

pendidikan memiliki hubungan positif dengan angka partisipasi sekolah.

Berdasarkan hasil uji t di atas pemebrian anggaran pendidikan memiliki
pengaruh bersifat positif. Program pemerintah dapat didukung dengan anggaran
pendidikan untuk meningkatkan jumlah partisipasi sekolah yang tentunya
membenatu dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Seperti yang dinyatakan
Supriadi (2010) bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen

masukan instrumental yang sangat penting dalam penyediann pendidikan.

Dengan adanya biaya yang mendukung pendidikan dapatmembantu
menigkatkan angka partisipasi sekolah, sama halnya yang dinyatakan Faguet dan
Sanchez (2006) jumlah belanja pemerintah bidang pendidikan dengan angka
partisipasi sekolah, yang mengindikasikan bahwa semakin besar belanja daerah
yang di keluarkan oleh pemerintah pada bidang pendidikan maka akan semakin

besar juga tingkat partisipasi sekolah pada daerah tersebut.

Meningkatnya anggaran pendidikan dapat dikatakan baik jika mendukung
angka partisipasi sekolah, seperti program pememritah denagan memberikan
Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang salah satunya adalah sebagai upaya

meningkatkan partisipasisekolah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawuli Gaddah a,
Alistair Munro b, dan Peter Quartey, tentang " Education subsidy and school

enrollments in rural Ghana” International Journal of Educational Development
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46 (2016) 143-152//dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.11.001 0738-0593 dalam
penelitiannya yang menyatakan terdistribusinya tunjangan pendidikan dapat
mendukung partisipasi sekolah. Pemberian tunjangan pendidikan yang
terdistribusi secara merata dapat mendukung kemajuan dalam pendidikan.Dengan
menggunakan analisis manfaat, dimana menilai dampak yang diberikan

pengeluaran oleh pemerintah.

Selain itu ada Jane Arnold Lincove, 2012 dengan judul “The influence of
price on school enrollment under Uganda's policy of free primary” LBJ School of
Public Affairs, 3,240 Sid Richardson Hall, 2315 Red River, Austin, TX 78713
dx.doi.org/10.1016. Menyatakan bahwa Hasil penelitiannya menunjukan bahwa
ada peluang untuk memperluas pendidikan melalui transfer tunai dan kebijakan
subsidi yang ditargetkan. Dalam penggunaan metode survei dalam penelitiannya
mendukung agar pendidikan dapat merata dengan pemberian transfer tunai,
kebijaknnya adalah dengan survei bahwa yang ditargetkan pemerintah dalam

memberikan transfer tunai tepat sasaran.

3. Kemiskinan dan Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi
Sekolah
Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa kemiskinan dan anggaran
pendidikan bersama-sama berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah.
Berdasarkan hasil uji f menunjukan hasil pengujian simultan antara variabel
kemiskinan dan varibel anggaran pendidikan dan angka partisipasi sekolah

menghasilkan nilai F 83,76 dengan probabilitas sebesar 0,0000. yang berarti
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variabel kemiskinan dan anggaran pendidikan secara bersama-sama atau

serempak berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah.

Perhitungan Kkoefisien determinasi (R?) untuk menentukan besarnya
dependen disebabkan oleh variabel bebas. Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai
koefisien determinasinya sebesar 0,557443 yang artinya variabel kemiskinan dan
anggaran pendidikan mampu mempengaruhi angka partisipasi sekolah sebesar
55%. Sisanya 45% angka partisipasi sekolah dipengaruhi oleh faktor penentu

lainnya seperti dari ruang lingkup sosial dan lingkungan.

Angka partispasi sekolah dapat dipengaruhi oleh kemiskinan dan anggaran
pendidikan secara simultan. Maka tidak dapat dipungkiri kedua variabel bebas
tersebut memag memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan, seperti yang
diungkapkan oleh Arze del Granado (2007) menyatakan bahwa yang
mempengaruhi pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi adalah biaya
pendidikan. Pendidikan yang tinggi memerlukan biaya yang lebih tinggi pula,
sehingga masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, untuk

membiayai sekolah.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka faktor yang mempengaruhi angka
partisipasi sekolah dalam pendidikan dapat dipengeruhi tinggi rendahnya tingkat
kemiskinan dan anggaran pendidikan juga merupakan faktor yang dapat
mempengaruhi angka partisipasi sekolah, karena semakin tinggi jenjang
pendidikan maka semakin tinggi biaya yang dibutuhkann dan mempengaruhi

masyarakat miskin yang tidak dapat memuhi kebutuhannya, salah satuan
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pendidikan. Dalam hal ini maka kemsikinan, biaya tidak dapat terlepas dari

pendidikan.

D. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terjadi beberapa keterbatasan yaitu :

1. Angka partisipasi sekolah merupakan masalah pendidikan yang tentunya tidak
hanya dipengerauhi oleh kemiskinan dan anggaran pendidikan saja, terdapat
faktor-faktor yang lain yang mempengaruhinya.

2. Keterbatasan pada sumber-sumber yang tersedia. Peneliti melakukan
penelitian dalam jangka waktu 2015-2018 dengan lingkup waktu hanya emapt
tahun penelitian hanya dilakukan dalam jangka waktu tersebut karena adanya

keterbatasan waktu dan data.



BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai
kemiskinan, dan anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di

Indonesia. Berhasil memberikan kesimpulan tersebut berupa :

1. Kemiskinan di Indonesia memiliki pengaruh negatif terhadap angka partisipasi
sekolah di Indonesia, maka kemiskinan yang menurun menyebabkan angka
partisipasi sekolah meningkat, dan pemerataan terhadap pendidikan di
Indonesia.

2. Anggaran pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap angka partisipasi
sekolah di Indonesia. Kenaikan anggaran pendidikan dapat mendukung
peningkatan angka partispasii sekolah di Indonesia.

3. Kemiskinan dan anggaran pendidikan secara simultan dan signifikan
berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa koofesien
determinasi atau pengaruh kemiskinan, anggran pendidikan mempengaruhi angka
partisipasi sekolah sebesar 0,55 sehingga dengan demikian kemsikanan dan
anggran pendidikan mempengaruhi angka partisipasi sekolah secara simulytan

adalah sebesar 55%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti.
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B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui
bahwa terdapat pengaruh kemiskinan dan anggaran pendidikan secara bersama-
sama terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini

adalah :

1. Kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap angka partisipasi sekolah.
Hal ini disebabkan masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan tidak
dapat melanjutkan pendidikan. Menurunnya angka kemiskinan dapat
meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dengan menurnnya angka
kemiskinan dapat mendukung program pemerintah dalam pemerataan
pendidikan.

2. Anggaran pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap angka partisipasi
sekolah. Meningkatnya anggaran pendidikan dapat memberikan efek baik
pada pemerataan pendidikan, dan juga terdistribusinya anggran pendidikan
dengan tepat dapat mendukung partisipasi sekolah di Indonesia.

3. Kemiskinan dan anggaran pendidikan secara serampak dan signifikan
mempengaruhi angka partisipasi sekolah di Indonesia. Variabel-variabel
independen ini mampu menjelaskan pengaruh sebsesar 55% terhadap variabel

dependennya.



89

C. Saran
Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sertakesimpulan yang sudah

dikemukakan sebelumnya maka saran yang diberikan adalah :

1. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan masyarakat yang hidup dibawah
garis kmiskinan, karena dengan menekan angka kemiskinan dapat mendukung
peningkatan angka partisipasi sekolah. Sehingga dengan menurunnya
kemiskinan dapat mendukung pemerataan pendidikan di seluruh wilayah
Indonesia.

2. Pemerintah Indonesia, selain hanya meningkatkan anggaran pendidikan, perlu
memperhatikan distribusi anggaran serta bantuan lainnya dalam bentuk sarana
prasarana, dan persebaran guru, agar tepat sasaran dan terdistibusi dengan
baik. Tentunya hal tersebut diupayakam agar terciptanya pemerataan
pendidikan ke seluruh provinsi dan daerah-daerah tepencil lainnya agar dapat
merasakan pendidikan. Secara tidak langsung dengan meningkatakan anggran

pendidikan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah di Indonesia.
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Lampiran 1. Data Penelitian Angka Partisipasi Sekolah (APS), Kemiskinan
(KMS), dan Anggaran Pendidikan (AGP)

No Provinsi Tahun APS KMS AGP

1 ACEH 2015 81.43 17.11 1,134.76
2 ACEH 2016 81.82 16.43 976.22
3 ACEH 2017 82.15 15.92 2,723.38
4 ACEH 2018 82.92 15.68 3,028.05
5 SUMATERA UTARA 2015 76.23 10.79 222.8
6 SUMATERA UTARA 2016 76.43 10.27 173.86
7 SUMATERA UTARA 2017 76.76 9.28 2,277.60
8 SUMATERA UTARA 2018 77.41 8.94 2,766.68
9 SUMATERA BARAT 2015 82.53 6.71 137.46
10 SUMATERA BARAT 2016 82.62 7.14 154.15
11 SUMATERA BARAT 2017 82.86 6.75 1,898.47
12 SUMATERA BARAT 2018 83.08 6.55 2,124.66
13 RIAU 2015 75.57 8.82 650.21
14 RIAU 2016 75.68 7.67 800.91
15 RIAU 2017 76.52 7.41 2,377.97
16 RIAU 2018 77.27 7.21 2,057.03
17 JAMBI 2015 70.75 9.12 270.42
18 JAMBI 2016 71.20 8.37 226.38
19 JAMBI 2017 71.54 7.9 694.24
20 JAMBI 2018 71.94 7.85 934.47
21 SUMATERA SELATAN 2015 68.40 13.77 215.56
22 SUMATERA SELATAN 2016 68.67 13.39 83.59
23 SUMATERA SELATAN 2017 69.05 13.1 1,422.75
24 SUMATERA SELATAN 2018 69.65 12.82 1,161.80
25 BENGKULU 2015 78.16 17.16 161.46
26 BENGKULU 2016 78.37 17.03 161.02
27 BENGKULU 2017 79.07 15.59 465.79
28 BENGKULU 2018 79.33 15.41 685.7
29 LAMPUNG 2015 69.04 13.53 316.85
30 LAMPUNG 2016 69.31 13.86 186.37
31 LAMPUNG 2017 70.03 13.04 1,117.71
32 LAMPUNG 2018 70.83 13.01 1,523.61
33 KEP. BANGKA BELITUNG 2015 66.17 4.83 41.28
34 KEP. BANGKA BELITUNG 2016 66.35 5.04 63.43
35 KEP. BANGKA BELITUNG 2017 66.99 5.3 450.42
36 KEP. BANGKA BELITUNG 2018 67.11 4.77 475.32
37 KEP. RIAU 2015 81.84 5.78 650.21
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38 KEP. RIAU 2016 82.04 5.84 800.91
39 KEP. RIAU 2017 82.80 6.13 2,377.97
40 KEP. RIAU 2018 83.78 5.83 623.74
41 DKI JAKARTA 2015 70.73 3.61 11,567.41
42 DKI JAKARTA 2016 70.83 3.75 12,221.11
43 DKI JAKARTA 2017 71.50 3.78 14,179.23
44 DKI JAKARTA 2018 71.81 3.55 14,928.89
45 JAWA BARAT 2015 65.72 9.57 417.54
46 JAWA BARAT 2016 65.82 8.77 617.33
47 JAWA BARAT 2017 66.62 7.83 4,537.53
48 JAWA BARAT 2018 67.17 7.25 6,443.22
49 JAWA TENGAH 2015 67.66 13.32 312.89
50 JAWA TENGAH 2016 67.95 13.19 497.31
51 JAWA TENGAH 2017 68.48 12.23 4,717.41
52 JAWA TENGAH 2018 69.02 11.19 5,725.24
53 DI YOGYAKARTA 2015 86.78 13.16 300.35
54 DI YOGYAKARTA 2016 87.20 13.1 351.51
55 DI YOGYAKARTA 2017 87.61 12.36 1,186.50
56 DI YOGYAKARTA 2018 88.39 11.81 1,332.37
57 JAWA TIMUR 2015 70.44 12.28 431.29
58 JAWA TIMUR 2016 70.54 11.85 300.34
59 JAWA TIMUR 2017 71.51 11.2 4,817.73
60 JAWA TIMUR 2018 72.18 10.85 5,353.45
61 BANTEN 2015 66.73 5.75 330.59
62 BANTEN 2016 67.00 5.36 396.35
63 BANTEN 2017 67.77 5.59 1,219.17
64 BANTEN 2018 68.35 5.25 1,888.14
65 BALI 2015 81.69 5.25 200.16
66 BALI 2016 81.98 4.15 182.43
67 BALI 2017 82.16 4.14 1,355.70
68 BALI 2018 82.35 3.91 1,299.90
69 NUSA TENGGARA BARAT 2015 75.86 16.54 46.88
70 NUSA TENGGARA BARAT 2016 76.24 16.02 85.95
71 NUSA TENGGARA BARAT 2017 76.61 15.05 994.91
72 NUSA TENGGARA BARAT 2018 76.89 14.63 1,184.61
73 NUSA TENGGARA TIMUR 2015 74.25 22.58 51.23
74 NUSA TENGGARA TIMUR 2016 74.56 22.01 69.95
75 NUSA TENGGARA TIMUR 2017 74.65 21.38 1,067.00
76 NUSA TENGGARA TIMUR 2018 74.83 21.03 1,154.35
77 KALIMANTAN BARAT 2015 66.83 8.44 139.81
78 KALIMANTAN BARAT 2016 67.16 8 150.95
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79 KALIMANTAN BARAT 2017 67.53 7.86 933.87
80 KALIMANTAN BARAT 2018 68.35 7.37 776.67
81 KALIMANTAN TENGAH 2015 66.00 5.91 169.35
82 KALIMANTAN TENGAH 2016 66.12 5.36 113.05
83 KALIMANTAN TENGAH 2017 66.62 5.26 827.35
84 KALIMANTAN TENGAH 2018 66.95 5.1 793.17
85 KALIMANTAN SELATAN 2015 67.49 4.72 437.23
86 KALIMANTAN SELATAN 2016 67.91 4.52 450.59
87 KALIMANTAN SELATAN 2017 68.30 4.7 1,010.56
88 KALIMANTAN SELATAN 2018 68.66 4.65 864.37
89 KALIMANTAN TIMUR 2015 80.68 6.1 322.28
90 KALIMANTAN TIMUR 2016 80.81 6 338.59
91 KALIMANTAN TIMUR 2017 81.32 6.08 1,179.48
92 KALIMANTAN TIMUR 2018 81.55 6.06 1,089.21
93 KALIMANTAN UTARA 2015 74.41 6.32 60.52
94 KALIMANTAN UTARA 2016 74.72 6.99 57.88
95 KALIMANTAN UTARA 2017 75.12 6.96 339.89
96 KALIMANTAN UTARA 2018 75.62 6.86 344.83
97 SULAWESI UTARA 2015 72.22 8.98 84.54
98 SULAWESI UTARA 2016 72.57 8.2 95.4
99 SULAWESI UTARA 2017 73.04 7.9 847.08
100 SULAWESI UTARA 2018 73.67 7.59 959.27
101 SULAWESI TENGAH 2015 73.80 14.07 1235
102 SULAWESI TENGAH 2016 73.96 14.09 165.77
103 SULAWESI TENGAH 2017 74.87 14.22 836.55
104 SULAWESI TENGAH 2018 75.05 13.69 820.48
105 SULAWESI SELATAN 2015 69.66 10.12 148.32
106 SULAWESI SELATAN 2016 70.09 9.24 144.55
107 SULAWESI SELATAN 2017 70.60 9.48 2,118.61
108 SULAWESI SELATAN 2018 70.81 8.87 2,594.14
109 SULAWESI TENGGARA 2015 72.42 13.74 81.37
110 SULAWESI TENGGARA 2016 72.67 12.77 74.53
111 SULAWESI TENGGARA 2017 72.94 11.97 876.38
112 SULAWESI TENGGARA 2018 73.47 11.32 1,049.18
113 GORONTALO 2015 69.03 18.16 98.77
114 GORONTALO 2016 69.12 17.63 96.53
115 GORONTALO 2017 69.86 17.14 356.95
116 GORONTALO 2018 70.75 15.83 422.55
117 SULAWESI BARAT 2015 67.14 11.9 70.03
118 SULAWESI BARAT 2016 67.34 11.19 139.54
119 SULAWESI BARAT 2017 68.03 11.18 288.32
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120 SULAWESI BARAT 2018 68.69 11.22 311.82
121 MALUKU 2015 77.87 19.36 164.84
122 MALUKU 2016 78.19 19.26 180.84
123 MALUKU 2017 79.08 18.29 357.5
124 MALUKU 2018 79.12 17.85 745.29
125 MALUKU UTARA 2015 75.16 6.22 104.13
126 MALUKU UTARA 2016 75.58 6.41 189.5
127 MALUKU UTARA 2017 76.06 6.44 469.05
128 MALUKU UTARA 2018 76.36 6.62 466.24
129 PAPUA BARAT 2015 79.99 25.73 88.78
130 PAPUA BARAT 2016 80.28 24.88 153.74
131 PAPUA BARAT 2017 80.60 23.12 464.82
132 PAPUA BARAT 2018 80.81 22.66 568.27
133 PAPUA 2015 61.96 28.4 100.39
134 PAPUA 2016 62.07 28.4 176.52
135 PAPUA 2017 63.35 27.76 552.45
136 PAPUA 2018 63.48 27.43 320.5
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Lampiran 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Kemiskinan (KMS), dan Anggaran

Pendidikan (AGP) dalam bnetuk log

Provinsi Tahun | LOG(APS) | LOG(KMS) | LOG(AGP)
1 ACEH 2015 | 1.9107844 | 1.23325001 | 3.054904019
2 ACEH 2016 | 1.9128595 | 1.21563756 | 2.989547701
3 ACEH 2017 | 1.9146076 | 1.20194306 | 3.435108244
4 ACEH 2018 | 1.9186593 | 1.19534606 | 3.481163042
5 SUMATERA UTARA 2015 | 1.8821259 | 1.03302144 | 2.347915187
6 SUMATERA UTARA 2016 | 1.8832639 | 1.01157044 | 2.240199675
7 SUMATERA UTARA 2017 | 1.885135 | 0.96754798 | 3.357477454
8 SUMATERA UTARA 2018 | 1.8887971 | 0.95133752 | 3.441958931
9 SUMATERA BARAT 2015 | 1.9166118 | 0.82672252 | 2.13817634
10 | SUMATERA BARAT 2016 | 1.9170852 | 0.85369821 | 2.187943529
11 | SUMATERA BARAT 2017 | 1.9183449 | 0.82930377 | 3.278403739
12 | SUMATERA BARAT 2018 | 1.9194965 | 0.8162413 | 3.327289442
13 | RIAU 2015 | 1.8783494 | 0.94546859 | 2.813053645
14 | RIAU 2016 | 1.8789811 | 0.88479536 | 2.903583716
15 | RIAU 2017 | 1.883775 | 0.86981821 | 3.376206371
16 | RIAU 2018 | 1.8880109 | 0.85793526 | 3.313240626
17 | JAMBI 2015 | 1.8497264 | 0.95999484 | 2.432038808
18 | JAMBI 2016 | 1.85248 | 0.92272546 | 2.354838056
19 | JAMBI 2017 | 1.8545489 | 0.89762709 | 2.841509633
20 | JAMBI 2018 | 1.8569704 | 0.89486966 | 2.970565363
21 | SUMATERA SELATAN 2015 | 1.8350561 | 1.13893394 | 2.333568175
22 | SUMATERA SELATAN 2016 | 1.836767 | 1.12678058 | 1.922154325
23 | SUMATERA SELATAN 2017 | 1.8391637 | 1.1172713 | 3.153128594
24 | SUMATERA SELATAN 2018 | 1.8429211 | 1.10788803 | 3.065131372
25 | BENGKULU 2015 | 1.8929846 | 1.23451728 | 2.208064948
26 | BENGKULU 2016 | 1.8941498 | 1.23121465 | 2.206879822
27 | BENGKULU 2017 | 1.8980117 | 1.19284612 | 2.66819016
28 | BENGKULU 2018 | 1.8994375 | 1.18780264 | 2.836134149
29 | LAMPUNG 2015 | 1.8391008 | 1.1312978 | 2.500853711
30 | LAMPUNG 2016 | 1.8407959 | 1.14176323 | 2.270376005
31 | LAMPUNG 2017 | 1.8452841 | 1.11527759 | 3.048329137
32 | LAMPUNG 2018 | 1.8502172 | 1.1142773 | 3.182873814
33 | KEP. BANGKA BELITUNG 2015 | 1.8206611 | 0.68394713 | 1.615739689
34 | KEP. BANGKA BELITUNG 2016 | 1.8218409 | 0.70243054 | 1.802294711
35 | KEP. BANGKA BELITUNG 2017 | 1.82601 |0.72427587 | 2.653617666
36 | KEP. BANGKA BELITUNG 2018 | 1.8267872 | 0.67851838 | 2.676986088
37 | KEP.RIAU 2015 | 1.9129656 | 0.76192784 | 2.813053645
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38 KEP. RIAU 2016 1.9140257 | 0.76641285 | 2.903583716
39 KEP. RIAU 2017 1.9180303 | 0.78746047 | 3.376206371
40 KEP. RIAU 2018 1.9231404 | 0.76566855 | 2.795003596
41 DKI JAKARTA 2015 1.8496037 | 0.5575072 | 4.063236129
42 DKI JAKARTA 2016 1.8502172 | 0.57403127 | 4.087110653
43 DKI JAKARTA 2017 1.854306 | 0.5774918 | 4.151652647
44 DKI JAKARTA 2018 1.8561849 | 0.55022835 | 4.174027518
45 JAWA BARAT 2015 1.8176976 | 0.98091194 | 2.620698087
46 JAWA BARAT 2016 1.8183579 | 0.94299959 | 2.790517383
47 JAWA BARAT 2017 1.8236046 | 0.89376176 | 3.656819509
48 JAWA BARAT 2018 1.8271753 | 0.86033801 | 3.80910296
49 JAWA TENGAH 2015 1.830332 | 1.12450422 | 2.495391683
50 JAWA TENGAH 2016 1.8321895 | 1.1202448 | 2.696627192
51 JAWA TENGAH 2017 1.8355638 | 1.08742646 | 3.673703623
52 JAWA TENGAH 2018 1.838975 | 1.04883009 | 3.757793697
53 DI YOGYAKARTA 2015 1.9384196 | 1.11925589 | 2.477627636
54 DI YOGYAKARTA 2016 1.9405165 | 1.1172713 | 2.545937685
55 DI YOGYAKARTA 2017 1.9425537 | 1.09201847 | 3.074267743
56 DI YOGYAKARTA 2018 1.9464031 | 1.0722499 | 3.124624845
57 JAWA TIMUR 2015 1.8478193 | 1.08919837 | 2.634769389
58 JAWA TIMUR 2016 1.8484355 | 1.07371835 | 2.477613176
59 JAWA TIMUR 2017 1.8543668 | 1.04921802 | 3.682842457
60 JAWA TIMUR 2018 1.8584169 | 1.03542974 | 3.728633751
61 BANTEN 2015 1.8243211 | 0.75966784 | 2.519289712
62 BANTEN 2016 1.8260748 | 0.72916479 | 2.598078863
63 BANTEN 2017 1.8310375 | 0.74741181 | 3.086064267
64 BANTEN 2018 1.8347385 | 0.7201593 | 3.276034193
65 BALI 2015 1.9121689 | 0.7201593 | 2.301377292
66 BALI 2016 1.9137079 | 0.6180481 | 2.261096258
67 BALI 2017 1.9146604 | 0.61700034 | 3.132163596
68 BALI 2018 1.9156636 | 0.59217676 | 3.113909944
69 NUSA TENGGARA BARAT 2015 1.8800128 | 1.21853551 | 1.670987603
70 NUSA TENGGARA BARAT 2016 1.8821829 | 1.20466251 | 1.934245881
71 NUSA TENGGARA BARAT 2017 1.8842855 | 1.1775365 | 2.997783796
72 NUSA TENGGARA BARAT 2018 1.8858699 | 1.16524433 | 3.073575394
73 NUSA TENGGARA TIMUR 2015 1.8706965 | 1.35372394 | 1.709524356
74 NUSA TENGGARA TIMUR 2016 1.8725059 | 1.34262004 | 1.844787719
75 NUSA TENGGARA TIMUR 2017 1.8730298 | 1.3300077 | 3.028164419
76 NUSA TENGGARA TIMUR 2018 1.8740757 | 1.32283927 | 3.062337507
77 KALIMANTAN BARAT 2015 1.8249715 | 0.92634245 | 2.145538236
78 KALIMANTAN BARAT 2016 1.8271107 | 0.90308999 | 2.178833117
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79 KALIMANTAN BARAT 2017 1.8294967 | 0.89542255 | 2.970286424
80 KALIMANTAN BARAT 2018 1.8347385 | 0.86746749 | 2.89023653
81 KALIMANTAN TENGAH 2015 1.8195439 | 0.77158748 | 2.228785201
82 KALIMANTAN TENGAH 2016 1.8203328 | 0.72916479 | 2.053270567
83 KALIMANTAN TENGAH 2017 1.8236046 | 0.72098574 | 2.917689271
84 KALIMANTAN TENGAH 2018 1.8257506 | 0.70757018 | 2.89936628
85 KALIMANTAN SELATAN 2015 1.8292394 | 0.673942 | 2.640709953
86 KALIMANTAN SELATAN 2016 1.8319337 | 0.65513843 | 2.653781549
87 KALIMANTAN SELATAN 2017 1.8344207 | 0.67209786 | 3.004562104
88 KALIMANTAN SELATAN 2018 1.8367038 | 0.66745295 | 2.936699685
89 KALIMANTAN TIMUR 2015 1.9067659 | 0.78532984 | 2.508233355
90 KALIMANTAN TIMUR 2016 1.9074651 | 0.77815125 | 2.529674127
91 KALIMANTAN TIMUR 2017 1.9101974 | 0.78390358 | 3.071690581
92 KALIMANTAN TIMUR 2018 1.911424 | 0.78247262 | 3.03711162
93 KALIMANTAN UTARA 2015 1.8716313 | 0.80071708 | 1.781898919
94 KALIMANTAN UTARA 2016 1.8734369 | 0.84447718 | 1.762528522
95 KALIMANTAN UTARA 2017 1.8757556 | 0.84260924 | 2.531338387
96 KALIMANTAN UTARA 2018 1.8786367 | 0.83632412 | 2.537605042
97 SULAWESI UTARA 2015 1.8586575 | 0.95327634 | 1.927062243
98 SULAWESI UTARA 2016 1.8607571 | 0.91381385 | 1.979548375
99 SULAWESI UTARA 2017 1.8635608 | 0.89762709 | 2.927924428
100 SULAWESI UTARA 2018 1.8672907 | 0.88024178 | 2.981940863
101 SULAWESI TENGAH 2015 1.8680564 | 1.1482941 | 2.091666958
102 SULAWESI TENGAH 2016 1.8689969 | 1.14891099 | 2.219505937
103 SULAWESI TENGAH 2017 1.8743078 | 1.1528996 | 2.922491904
104 SULAWESI TENGAH 2018 1.8753507 | 1.13640345 | 2.914067999
105 SULAWESI SELATAN 2015 1.8429835 | 1.00518051 | 2.171199717
106 SULAWESI SELATAN 2016 1.8456561 | 0.96567197 | 2.160018096
107 SULAWESI SELATAN 2017 1.8488047 | 0.97680834 | 3.326051018
108 SULAWESI SELATAN 2018 1.8500946 | 0.94792362 | 3.41399341
109 SULAWESI TENGGARA 2015 1.8598585 | 1.13798673 | 1.910464316
110 SULAWESI TENGGARA 2016 1.8613552 | 1.1061909 | 1.872331121
111 SULAWESI TENGGARA 2017 1.8629658 | 1.07809415 | 2.942692458
112 SULAWESI TENGGARA 2018 1.86611 | 1.05384643 | 3.020850003
113 GORONTALO 2015 1.8390379 | 1.25911584 | 1.994625054
114 GORONTALO 2016 1.8396037 | 1.24625231 | 1.984662306
115 GORONTALO 2017 1.8442286 | 1.23401082 | 2.552607386
116 GORONTALO 2018 1.8497264 | 1.19948091 | 2.625878106
117 SULAWESI BARAT 2015 1.8269813 | 1.07554696 | 1.845284126
118 SULAWESI BARAT 2016 1.8282731 | 1.04883009 | 2.144698719
119 SULAWESI BARAT 2017 1.8327005 | 1.0484418 | 2.459874769
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120 SULAWESI BARAT 2018 1.8368935 | 1.04999286 | 2.493903967
121 MALUKU 2015 1.8913702 | 1.28690535 | 2.217062606
122 | MALUKU 2016 | 1.8931512 | 1.28465628 | 2.257294498
123 MALUKU 2017 1.8980667 | 1.26221371 | 2.553276046
124 | MALUKU 2018 | 1.8982863 | 1.25163822 | 2.872325294
125 MALUKU UTARA 2015 1.8759868 | 0.79379038 | 2.017575868
126 MALUKU UTARA 2016 1.8784069 | 0.80685803 | 2.277609214
127 | MALUKU UTARA 2017 | 1.8811563 | 0.80888587 | 2.67121914
128 MALUKU UTARA 2018 1.8828659 | 0.82085799 | 2.66860953
129 | PAPUA BARAT 2015 | 1.9030357 | 1.41043979 | 1.948315141
130 PAPUA BARAT 2016 1.9046074 | 1.39585038 | 2.186786877
131 PAPUA BARAT 2017 1.906335 | 1.36398783 | 2.667284806
132 | PAPUA BARAT 2018 | 1.9074651 | 1.35525991 | 2.754554729
133 PAPUA 2015 1.7921114 | 1.45331834 | 2.001690454
134 | PAPUA 2016 | 1.7928817 | 1.45331834 | 2.246793919
135 PAPUA 2017 1.8017466 | 1.44341946 | 2.742292978
136 PAPUA 2018 1.8026369 | 1.43822581 | 2.505828034
Lampiran 3. Statistik Deskriptif Data

LOG(APS) LOG(KMS) | LOG(AGP)

Mean 1.865806 0.989733 2.694128

Median 1.862160 0.978860 2.667737

Maximum 1.946403 1.453318 4.174028

Minimum 1.792111 0.550228 1.615740

Std. Dev. 0.035075 0.225496 0.565014

Skewness 0.223034 0.070837 0.362696

Kurtosis 2.172948 2.139869 2.763085

Jarque-Bera 5.003617 4.306088 3.299827

Probability 0.081937 0.116130 0.192067

Sum 253.7497 134.6037 366.4014

Sum Sq. Dev. 0.166082 6.864534 43.09745

Observations 136 136




Lampiran 4. Model Comen Effect

Dependent Variable: LOG(APS)

Method: Panel Least Squares

Date: 07/13/19 Time: 11:56

Sample: 2015 2018

Periods included: 4

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 136
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.834661 0.023183 79.13791 0.0000
LOG(KMS) 0.011137 0.013929 0.799560 0.4254
LOG(AGP) 0.007469 0.005559 1.343626 0.1814
R-squared 0.014844 Mean dependent var 1.865806
Adjusted R-squared 0.000030 S.D. dependent var 0.035075
S.E. of regression 0.035074 Akaike info criterion -3.840890
Sum squared resid 0.163616 Schwarz criterion -3.776641
Log likelihood 264.1805 Hannan-Quinn criter. -3.814781
F-statistic 1.002020 Durbin-Watson stat 0.502217
Prob(F-statistic) 0.369891
Lampiran 5. Model Fix Effect
Dependent Variable: LOG(APS)
Method: Panel Least Squares
Date: 07/13/19 Time: 11:58
Sample: 2015 2018
Periods included: 4
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 136
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.887903 0.012171 155.1099 0.0000
LOG(KMS) -0.034888 0.011176 -3.121633 0.0024
LOG(AGP) 0.004615 0.000602 7.665156 0.0000
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.997054 Mean dependent var 1.865806
Adjusted R-squared 0.996023 S.D. dependent var 0.035075
S.E. of regression 0.002212 Akaike info criterion -9.168051
Sum squared resid 0.000489 Schwarz criterion -8.397055
Log likelihood 659.4275 Hannan-Quinn criter. -8.854738
F-statistic 967.0816 Durbin-Watson stat 2.047833

Prob(F-statistic) 0.000000
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Lampiran 6. Model Random Effect

Dependent Variable: LOG(APS)

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/13/19 Time: 12:00

Sample: 2015 2018

Periods included: 4

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 136

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Cc 1.881250 0.012927 145.5279 0.0000
LOG(KMS) -0.028739 0.010397 -2.764218 0.0065
LOG(AGP) 0.004825 0.000586 8.238511 0.0000
Effects Specification
S.D. Rho
Cross-section random 0.036235 0.9963
Idiosyncratic random 0.002212 0.0037
Weighted Statistics
R-squared 0.557443 Mean dependent var 0.056920
Adjusted R-squared 0.550788 S.D. dependent var 0.003304
S.E. of regression 0.002214 Sum squared resid 0.000652
F-statistic 83.76304 Durbin-Watson stat 1.773696
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics
R-squared -0.046660 Mean dependent var 1.865806

Sum squared resid 0.173831 Durbin-Watson stat 0.513213




Lampiran 7. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects
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Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 1010.421927 (33,100) 0.0000
Cross-section Chi-square 790.493908 33 0.0000
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LOG(APS)
Method: Panel Least Squares
Date: 07/13/19 Time: 11:59
Sample: 2015 2018
Periods included: 4
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 136
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.834661 0.023183 79.13791 0.0000
LOG(KMS) 0.011137 0.013929 0.799560 0.4254
LOG(AGP) 0.007469 0.005559 1.343626 0.1814
R-squared 0.014844 Mean dependent var 1.865806
Adjusted R-squared 0.000030 S.D. dependent var 0.035075
S.E. of regression 0.035074 Akaike info criterion -3.840890
Sum squared resid 0.163616 Schwarz criterion -3.776641
Log likelihood 264.1805 Hannan-Quinn criter. -3.814781
F-statistic 1.002020 Durbin-Watson stat 0.502217
Prob(F-statistic) 0.369891




Lampiran 8. Uji Hausmen

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
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Chi-Sq.
Test Summary Statistic  Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 2.277691 2 0.3202
Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.
LOG(KMS) -0.034888 -0.028739 0.000017 0.1337
LOG(AGP) 0.004615 0.004825 0.000000 0.1313

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: LOGAPS
Method: Panel Least Squares
Date: 07/13/19 Time: 12:01
Sample: 2015 2018
Periods included: 4
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 136
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.887903 0.012171 155.1099 0.0000
LOG(KMS) -0.034888 0.011176 -3.121633 0.0024
LOG(AGP) 0.004615 0.000602 7.665156 0.0000
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.997054 Mean dependent var 1.865806
Adjusted R-squared 0.996023 S.D. dependent var 0.035075
S.E. of regression 0.002212 Akaike info criterion -9.168051
Sum squared resid 0.000489 Schwarz criterion -8.397055
Log likelihood 659.4275 Hannan-Quinn criter. -8.854738
F-statistic 967.0816 Durbin-Watson stat 2.047833

Prob(F-statistic) 0.000000




Lampiran 9. Uji LM

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 07/13/19 Time: 12:07
Sample: 2015 2018
Total panel observations: 136

Probability in ()
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Null (no rand. effect) Cross-section Period Both
Alternative One-sided One-sided
Breusch-Pagan 201.9814 1.929066 203.9105
(0.0000) (0.1649) (0.0000)
Honda 14.21202 -1.388908 9.067307
(0.0000) (0.9176) (0.0000)
King-Wu 14.21202 -1.388908 2.772877
(0.0000) (0.9176) (0.0028)
GHM - - 201.9814
- -- (0.0000)
Lampiran 10. Uji Normalitas
14
Series: Standardized Residuals
12 | 7 Sample 2015 2018
- Obsenvations 136
10
| Mean 1.03e-16
s | - Median -0.001379
Maximum 0.076462
6 I Minimum -0.074746
Std. Dev. 0.034813
Skewness 0.208972
4 Kurtosis 2.187083
2 Jarque-Bera  4.734565
Probability 0.093735
0 . ‘ ‘ ——
-0.‘06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.66 0.68




Lampiran 11. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 07/13/19 Time: 15:28

Sample: 1 136

Included observations: 136

Coefficient Uncentered Centered
Variable Variance VIF VIF
C 0.000537 59.41633 NA
LOGKMS 0.000194 22.09288 1.082600
LOGAGP 3.09E-05 25.87918 1.082600

Lampiran 12. Uji Heteroskedesitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.621733 Prob. F(2,133) 0.5386
Obs*R-squared 1.259737 Prob. Chi-Square(2) 0.5327
Scaled explained SS 0.715083 Prob. Chi-Square(2) 0.6994
Test Equation:
Dependent Variable: RESID*2
Method: Least Squares
Date: 07/13/19 Time: 15:30
Sample: 1 136
Included observations: 136
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.000804 0.000454 1.770027 0.0790
LOG_KMS_~72 0.000291 0.000261 1.114173 0.2672
LOG_AGP_"2 1.32E-05 3.71E-05 0.354734 0.7234
R-squared 0.009263 Mean dependent var 0.001203
Adjusted R-squared -0.005636 S.D. dependent var 0.001316
S.E. of regression 0.001319 Akaike info criterion -10.40158
Sum squared resid 0.000232 Schwarz criterion -10.33733
Log likelihood 710.3076 Hannan-Quinn criter. -10.37547
F-statistic 0.621733 Durbin-Watson stat 0.535358
Prob(F-statistic) 0.538566
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Lampiran 13. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.790943 Prob. F(2,129) 0.0651
Obs*R-squared 5.599227 Prob. Chi-Square(2) 0.0608
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 07/13/19 Time: 15:32
Sample: 2 136
Included observations: 135
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.002799 0.022208 -0.126049 0.8999
LOG_KMS_ 0.003189 0.016402 0.194394 0.8462
LOG_AGP_ 0.000799 0.003593 0.222313 0.8244
AR(1) -0.202975 0.103613 -1.958973 0.0523
RESID(-1) 0.276528 0.128865 2.145870 0.0338
RESID(-2) 0.215810 0.116974 1.844945 0.0673
R-squared 0.041476 Mean dependent var -9.06E-13
Adjusted R-squared 0.004324 S.D. dependent var 0.023151
S.E. of regression 0.023101 Akaike info criterion -4.654441
Sum squared resid 0.068843 Schwarz criterion -4,525318
Log likelihood 320.1748 Hannan-Quinn criter. -4.601969
F-statistic 1.116377 Durbin-Watson stat 2.049120

Prob(F-statistic) 0.354937
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